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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 — 2021 yang memuat VISI dan MISI,
tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah, rencana program,
kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021

telah dapat dilakukan perumusannya.

Perubahan Renstra B dan Kepegawalan, Pendldlk‘ n dar

BengkahsTahun 2016 2¢ 1

Pelatihan Kabupaten

an Rancangan Renstra
ngkalis Tahun 2016 —

‘ini merupakan pef”'empu} aa G}

ah ditetapkan dengan

Pelatihan Kabupaten

strategi, kebijakan, prog}am da keguatan pembang‘ an da Jah sesuai dengan tugas

dan fungsi yang dltetapka dalam RP MD ahu 2016-" 2‘1 Kabupaten Bengkalis,

yang telah memperoleh pengesahan Kepala Daerah;

Dalam penyusunan perencg 5an>{;5ftratég , Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan berbagai permasalahan dan
perubahan strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis. Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi unsur pimpinan, unsur pembantu
(sekretariat) dan unsur pelaksana (bidang) dilingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, yang diharapkan dapat menjamin
kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap

aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan perkembangan isu-isu strategis.
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Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan
KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkalis dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi.
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Daftar Istilah

Dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis ini yang dimaksud dengan:

1

Daftar Istilah

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Neg‘ara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri ssp" dan pegawal pemenntah dengan pferjanjian kerja yang
diangkat oleh peja embina k ian dan, di i tugas dalam suatu

at ahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

Pegawai Negeri
Indonesia yan
ASN secara

warga negara
- sebagai Pegawai
kepegawaian untuk

Pegawai Pemermtah d ga erjanji ’jJtnya disingkat PPPK

yang profesional, memiliki nilai d ' y;,etikg profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai
Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
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fungsi
dan  tugas berkaitan  dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki  Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional--adalah::Pegawai«:ASN.. yangmendudukn Jabatan
Fungsional pad”f‘ instansi pemermtah

Pejabat vyang Berwenang adalah pejabat yangmempunyai kewenangan
n, dan pemberhentian
dartg-undangan

yang mempunyai

?t ,
1;dan pemberhentlan

adalah Iembaga
melakukan pengkauan .

Badan Kepegawaian . ”_’jutnya disingkat BKN adalah
lembaga pemerintah no?ikerga Tteri yanfﬁiiberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
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Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Daerah adalah kesatuan-wmasyarakat‘ﬁhukum ‘yang® empunyau batas-batas
wilayah yang berwewang mengatur dan m ngdru '""‘-ur'Js n pemerintahan dan
kepentmgan masyaj : sendm berdasarkan
' ik Indonesia.

K 'DPRD atau dengan
daerah sebagai unsur

Dewan Perwak:lgn

sebutan lain aéala
penyelenggara p%me

dan Wakil Gubernur
|, walikota dan wakil

Kepala daerah dan w
untuk provinsi, Bt pat”
walikota untuk kot

Pemangku Kepen:jngan
mendapatkan manfaat at ‘

kabupaten/kota/desa, pengusaha/inve§tor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.
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Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/
daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen,aperencanaan daerah untuk per lode 5 (lima) tahun.

smgkat RKPD adalah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di
; tahun atau disebut

RPJMN adalah dokumev
(lima) tahunan.

Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan _penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta. rencana pemblayaan sebagai
dasar penyusun n A, -

Rencana kerja aqala ’:ogram dan kegiatan

nan, dalam bentuk

Isu-isu strategi /
dikedepankan

Visi adalah rumusa ‘:umun
periode perencanaa

;me genai lgeadg nVaq diinginkan pada akhir

Misi adalah rumusan um kzm'mengena upaya':upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah b
mewujudkan visi dan misi.

ikan program-program indikatif untuk

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas.

Bersifat indikati adal bahwa data danr mformasn,‘ k tentang sumber daya
yang diperluka maupun “keluaran~dan" dampa,k yag tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan mdnkas: yang hfz=ndak dicapai dan tidak

kaku.

Kinerja adalah ‘el
dicapai sehubunga

ran/hasnl darl:keglat ;/p ( gram yfng akan atau telah
dengan penggunaan anggaran de‘ngan kuantitas dan

kualitas yang teruku

Indikator kinerja adalah;alat ukur spesnfnk secara‘ kuan ltatlf dan/atau kualitatif

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Musyawarah perencanaan pembangunan vyang selanjutnya disingkat
musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
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Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan
memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi
kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan
berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas
kegiatan.

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk
menghadiri musrenbang pada tmgkatl yang Ieblh tmgg|

Rencana Tata Ruang Wllayah ‘yang® selanjutnya d|smgkat RTRW adalah hasil

perencanaan ta 3 uang yang- merupakan penjabaran :trategl dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang w1layah nasuonal dan p au7kepulauan ke dalam

duplikasi.




PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendahvlvan

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka terbentuklah Badan

Kepegawaian, Pe.n;ldlkan dan Pelatlhén Kabdpéten Bengkalis. Badan
Kepegawaian, Pendldlkan ‘dan__Pelatihan_Kabupaten Bengkahs secara historis
merupakan gabungan dan Satuan: Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalls d;

“,Badan Pendldlkan dan Pelatihan

Pegawai Kabupaten Bengkahs A

Badan Kepegawalan Pendldlkan dan Pelatlhan Kabupaten Bengkalis
sebagai perangkat daerah penyelenggara mana;emen kepegawalan, pendidikan
dan pelatihan dltuntut untuk mampu berperan dalam mendukung pencapaian,
target, sasaran, m:su dan vusu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016—2021 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkahs Tahun 2005 2025.

Sejalan dengan keberadaan Badan Kepegawalan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkahs dan dblselaraskan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkahs Tahun 2005-2025 serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016—
2021, penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk menjamin
tugas pemerintahan dan pembangunan daerah secara berdaya guna dan
berhasil guna. Perwujudannya lebih lanjut tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis
yang memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis berikut indikator
kinerja utama (IKU) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban

oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.




1.1.1. Pengertian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan pada

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis

untuk periode 5 (lima) tahun yakni untuk tahun 2016 sampai dengan

tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, f:.%kegiatan,ﬂ,dan»»pendanaan;-Lpemt:oangunany yang disusun sesuai

dengan t gas® ‘pokok-dan- fungs: Badan Kepega : an, Pendidikan dan

Pelatihan | abupaten Bengkahs

dan Pelatlhan

Rendldlkan

melaksanakan

dalam ;mrrenca’”. kan;' dan
[ bidang

kepegawaian pehdidika dan“'pelatlt]aﬂ aerah.
1.1.2. Proses Penyusunan:Re Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis®

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis sebagai
pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan
dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai
pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi
aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan
rancangan Renstra dan penetapannya.




Pendahuluun

Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1

berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peiatihan Daerah (BKPP)
Kabupaten Bengkalis Periode 2016 - 2021

Dengan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Peiatihan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021, maka Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Peiatihan Kabupaten Bengkalis
diharapkan mampu melaksanakan peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan publik pada semua aspek pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara, baik kelembagaan, sumberdaya manusia, ketatalaksanaan,
akuntabilitas, pembinaan dan pengawasan dalam kerangka reformasi

birokrasi, sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peiatihan



1.1.3.

1.2. Landasan Hukum

Kabupaten Bengkalis dapat turut andil dalam mewujudkan agenda
prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis khususnya dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Hubungan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, dengan
berpedon;an pada .Rencana: Pembangunan Jangka Menengah (RPIJV)

| lau Sedangkan, RPJM
akan penjabaran lebih
engkalls dimana dalam

s m|S| dan program, Bupatl

(RKPD), dlmana sela,.
penyusunan RKA-SKPD

Landasan hukum utama untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan

prosedur tentang penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis khususnya serta dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah pada umumnya yang dijadikan pedoman penyusunan

dokumen Renstra ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ndnhuluun




10.

11.
12,

13.

14.

i’enda!!uluun

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daera‘ a Tahun 2005 Nomor
Nomor 4578);
g Pembagian Urusan

Peraturan P

dan

Pemerintaha J aerah Provinsi,

Pemerintaha

Indonesia Tahun 2008 Nom8i~»19 Ta(;ngghén Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,




ndahulvan

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rengana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

jfrahun 2004 tentang
s (Lembaran Daerah

;Tahun 2005 tentang

(Lembaran Daerah K: ’upaten Bengkahs Tahu,,:: 2005 Nomor 17);
Nomor 03 Tahun 2007 tentang

,,,,,

19. Peraturan DaerahV Kabupaten engkah

Rencana Pembangunan Jangk Panjang{ (RPJP) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2005 - 2025 Q(Le baran. Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007
Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2021 Tanggal 28 Desember 2016.

22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;




1.3.2.

23. Keputusan Bupati Bengkalis, Nomor 70/KPTS/2017 tentang Pengesahan
Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 Tanggal 27 Januari 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.

Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
penyu‘: nan,perencanaan.dan. pelaksanaan« Jan: a menengah tahun

Kabupaten Bengkalls Tahun 2016 2021, sebagai pedoman

521 dl bldang manajemen kepe we an, pendidikan dan

Visi dan Misi serta

Pelatihan Kabupaten

sampai akhir periode perencanaan di Tahun 2021.

2. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang
akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu 5 tahun kedepan.

3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bengkalis.




1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 TAHUN 2017 tetang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ”_Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah sebagal benku’r

BAB I. désan hukum, maksud

BAB II.

BAB IiI.

telaah terhadap visi, musn;»qug,;program kepala daerah dan wakil kepala
daersh terpilih, telaah terhadap renstra K/L dan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi, telaah RTRW dan KHLS, serta penentuan isu-isu
strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, menjabarkan tujuan dan sasaran guna
_pencapaian visi dan misi tersebut dan dalam rangka untuk mendukung

visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam

lima tahun mendatang.

endahuluan




BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBHLAKAN, menjabarkan strategi dan arah
kebijakan guna pencapaian visi dan misi tersebut dan dalam rangka
untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih dalam lima tahun mendatang.

BAB Vi. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, pada
bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB Vil. KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

pada b ,glan |n| dlkemukakan mdlkator V{k nerja Orgamsasn Perangkat

Daerah ang secara langsun menunjukk n kmerja yang akan dicapai

,&Perangkat Daerah dalam lim ahut mendatang sebagai

komitmen L ntuk menduku fg pencapalan ’ juan éan sasaran RPJMD.

BAB VIil. PENUTUP

-Pendahulvan




BAB I GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN,
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Badan Kepgga“"?i‘é\h,” ' atihan Ké\bupaten Bengkalis

melaksanakan fungsn penunjang kepegawa| Pendldlkan dan I5elat|han

'<an dan Pelatihan
'fBengkahs Nomor 63

Struktur organlsaSI Badan Kepegawalan,

dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan KepegéWa an, Pendidikan dan

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Ap rétur dan Informasi, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan
3) Sub Bidang Data dan Informasi.
e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian terdiri
dari:
1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
2) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
3) Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi.
f. Unit Pelaksana Teknis, dan
. Kelompok Jabatan Fungsional




(1)

(2)

Adapun uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan
penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1)
menyelenggarakan fungsu
a.

geten5| Aparatur dan
 Penghargaan dan

Jan pendukung pada
' Promosi, Bidang

Aparatur dan Kinerja Aparatur,
Penghargaan dan Pemberhentian;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pada Sekretariat, bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi, Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi, Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian;

f. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat bidang Pengadaan, Mutasi
dan Promosi, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan
Informasi, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan
Pemberhentian ; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.




2. Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
angka (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran
dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat;-arsip; dan: dokumentasn,

C. pembmaan dan‘penataan hukum; orgamsasn ‘dan tata laksana;

d. pelaksana{a koordmaS| ~dan-- penyusunan peraturan perundang
undangari, f, . , |

e. pengelol _""’an barangmlhk/kekayaan'ni _ara, o

f. pe!aksana{a tuga Iam yang dtberlkan oleh’ Kep%la sesuai dengan tugas
dan fungsm ‘

(3) Susunan Organ

SI Sekretanat terdm dar| ;
epegawaian; dan

(1) Bidang Peng; aan, \'Mutasx dan Pron osi- mempunyau tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaa ebuakan p'embe‘nan pendamping serta
pemantauan dar evaluas _?dlbldang’Pengadaan, M itasi dan Promosi.

(2) Bidang PengadaanjMutasi dan. romosn menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut: o
a. penyusunan rencana ﬁ”ebu;gihan jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;
b. penyiapan bahan penyusunan farmasi dan penyelenggara pengadaan

CPNS dan PPPK;

penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

. pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, mutasi dan

promosi;

8. pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengn tugas

dan fungsinya.

haran Pelayanun-Badan-Kepegawaian, Pendidikan-dan-Pelatihan

-0 o0




3)

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi;

b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan

¢. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi

(1)

(@)

(3) Susunan Orgamsa51 Bldang Pengembanga

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, perencanaan dan koordinasi

dibidang pengembangan kompetensi aparatur.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

penyelenggaraan ‘pengembangan-kompetensi;:

pengkoordmasran dan kerjasama pelaksanaan seleksn jabatan;

perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertnfkasn

pelaksanaan fasnlutasn diklat teknis fungsmnal

pelaksanaa verlf‘ kasi database mformasn kepeg wa|an

pengkoordmasnan penyusunan mformasn kepegawalan

) ‘bahan evaluasn dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan kompetensi. aparatur dan pengelolaan informasi;

h. pengkoordma5|an dengan umt kerja/mstan erkalt sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala sesual dengan tugas
dan fungsmya L : 4

L R

f'komgétensi Aparatur dan
Informasi, terdiri dari: .
a. Sub Bidang Pendldakan da)n elatlhan, :
b. Sub Bidang Pengembangan Kt :petenSI dan
¢. Sub Bidang Data dan. lnformasu

5. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian

(1)

haran Pelayanan-Badan-Kepegawaion; Pendidikan-dan-Pelatihan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang kinerja aparatur, penghargaan dan
pemberhentian

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
b. pengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
pembuatan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

® oo




Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
pembuatan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
penyusunan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur,
penghargaan dan pemberhentian;
j. pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengn
tugas dan fungsinya.
(3) Susunan Organisasi B|dang Penilaian Klnerja Aparatur, Penghargaan dan
Perberhentian;terdiri-dari:
a. Sub B:dang Penilaian’dan’Evaluasi’ Klnerja Aparaturff
b. Sub Bldang DlSlphn dan. Penghargaan, dan-. :
c. Sub Bldang Pe mberhentlan dan Fasmtas Profesu :

f.
g
h

6. Unit Pelaksana T=kn|s‘ ‘ 5

(1) Pada Badan dapat dlbentuk Umt Pelaksanaé Tekni%’

kebutuhan dan beban kerja : 5

(2) UPT adalah Umt Pelaksana Teknls untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau keg:atan teknls penunjang Badan

(3) upPT dlplmpln oleh seorang Kepala UP ané berada dibawah dan

(UPT) berdasarkan

Jabatan Fungsional sesua:ddengan bldang keahhannya

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2016
Tanggal 30 November 2016, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :




Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

Gambaran Pclayanan Badan Kepegowaion, Pendidikon dan Pclatihon | 15 |




2

2.

Sumber Daya

2.2.1.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis telah
tersedia pegawai sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan kondisi 16
Januari 2017 jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah sebanyak
96 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

JUMLAH PEGAWAI

No STATUS KEPEGAWAI (orang)

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 52

2 Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) 44
Jumlah 96

Untuk mengetahui Sumberdaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis
berdasarkan bagian unit kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta
golongan diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.2 sampai dengan Tabel 2.5
berikut:

Tabel 2.2
Jumiah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Bagian Unit Kerja

JUMLAH PNS
No BAGIAN UNIT KERJA (orang)
1 Sekretariat 16
2 Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi 11
3 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan 12
Informasi
4 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan 8
dan Pemberhentian
> Widyaiswara °
Jumlah 52

Gombaran Peloynnan Bnthm Kepegawgion, Pendidikan dan Pelatihan 16



Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI

No PENDIDIKAN (Orang)

1 S2 6

2 SI 19

3 D-3 3

4 SLTA 22

5 SLTP 1

6 SD 1
Jumlah 52

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PEGAWAI

No JENIS KELAMIN (orang)
1 Laki-laki 36
2 Perempuan 16
Jumlah 52
Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

JUMLAH PEGAWAI

No GOLONGAN (orang)

1 Golongan IV 7

2 Golongan lll 24

3 Golongan I 19

4 Golongan 1 2
Jumlah 52

Gambaron Peloyanan Badan Kepegawaian, Pendidikan den Pelatihan



2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka untuk mendukung fungsi

Kepegawaian,

dan

tugasnya,

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis didukung

oleh sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.

3.

4.

Kabupaten Bengkalis.

URAIAN / JEN1S

2
Bangunan Gedung Kantor

Bangunan Aula Kantor
Bangunan Gedung Kantor Diklat

Mess Widyaiswara

I II Asrama Permanen

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

Bangunan Ruang Makan
Bangunan Gudang Mencuci
Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan

Bangunan Gedung Perpustakaan
Gedung Pos Jaga

Rumah kopel Type B

Gedung Garasi Mobil

Bangunan Genset

Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Parkiran

Kantin Diklat

Bangunan Gudang

Lapangan Tenis

Lapangan Volly Ball

Lapangan Badminton

JUMLAH

3
1 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

IU nit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

IHBHI

Gomboran Peltryanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit
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No.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.

48.

Gambaran Peloyanon Bodon Kepegowaion, Pendidikon dan Pelntihan

URAIAN / JENIS

Bangunan Menara Telekomunikasi
Website

Short Message Service (SMS) Centre
Peralatan Jaringan Simpeg
Peralatan Jaringan lainnya
Kendaraan Bermotor Roda Empat
Kendaraan Bermotor Roda Dua
Meubeleir

Komputer PC

Laptop

Printer

Server

Mesin Ketik

Mesin Foto Copy

CCTV

Overhead Projector/Infocus
Televisi

Sound System

Wireless

Megaphone

Camera Video/Handy Cam

Unit Power Suplier

Stabilisator

Camera

Pesawat Telephone

Faxcsimile

AC (Alat Pendingin Ruangan)

Peralatan Pembersih

JUMLAH

2 unit
1 Jaringan
1 Jaringan

1 Paket

2 Paket

16 Unit

26 Unit
384 Unit

43 Unit

34 Unit

31 Unit

1 Unit

7 Unit

3 Unit

11 Unit

3 Unit

5 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

6 Unit

8 Unit

2 Unit

3 Unit

13 Unit

1 Unit

28 Unit

7 Unit



@

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD

@

Tersedianya PNS yang
memiliki kompetensi

sesuai dengan bidang
tugasnya

a)

b)

c)

d)

Persentase CPNS yang
direkrut berdasarkan
formasiyang telah
ditetapkan

Jumlah PNSyang
mengikuti program
tugas belajar dan
ikatan dinas

Jumlah PNS yang
mengikuti Bimbingan
Teknis dan Sosialisasi
Peraturan
Kepegawaian

Persentase Jabatan
Struktural yang terisi

Meningkatnya Disiplin
Kerja PNS

a)

Persentase kehadiran
PNS pertahun

Target
NSPK

(©)

%

Orang

Orang

%

Target IKK

)

Jumlah CPNSyang
terbit SK CPNS

Terlaksananya PNS
yang mengikuti
program tugas
belajar dan ikatan
dinas

Terlaksananya PNS
yang mengikuti
Bimbingan teknis
dan Sosialisasi
Peraturan
Kepegawaian

Terpenuhinya
jabatan struktural
yang tersedia

Terwujudnya

Pencapaian

Target Indikator
Lainnya

®)

Terwujudnya PNS
yang direkrut
berdasarkan
formasi

Terwujudnya PNS
yang berkualitas

Terwujudnya PNS
yang profesional

Terwujudnya
pembinaan karier
PNS

Terwujudnya

kehadiran PNS yang kinerja PNSyang

Tabel 2.8

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

2011

(6)

100

65

160

90

95

Kabupaten Bengkalis

Target Renstra

2012 2013
@) ®
100 100
66 68
25 300
95 85
100 90

Gomboran Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan don Pclatihan

2014

0)

100

80

315

88

90

2015

(10)

100

90

255

90

90

Realisasi Capaian

2011 2012 2013

(ID (12) (13)

0 98,51 0

65 59 55
160 23 125
86,37 84,78 83I,09
90 95 88,45

2014

(14)

56

142

87,56

97,36

2015

(15)

90,26

44

328

87,19

97,96

2011

(16)

100

100

95,97

94,74

2012

an

98,51

89,39

92,00

89,24

95,00

Rasio Capaian

2013 2014
(18) (19)
0 0
80,88 70,00
41,67 45,08
97,75 99,50
98,28 108,18

2015

(20)

90,26

48,89

128,63

96,88

108,84

22|



Indikator Kinerja sesuai Target ...

Target Indikator

Target IKK

Tugas dan Fungsi SKPD  NSPK i
g g Lainnya 2011
@ ® (©) ®) (6)
optimal optimal
b) Persentase Terwujudnya .
. . Terwujudnya
penurunan tingkat penurunan tingkat o
- % ~ . disiplin PNSyang 20
pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin timal
PNS PNS optima
Terlaksananya PNS
¢) Jumlah PNSyan ang memperoleh
) vang yang P Terwujudnya
memperoleh Orang penghargaan T 764
motivasi kinerja PNS
penghargaan Satyalancana Karya
Satya
Optimalisasi Kinerja
Pelayanan Kepegawaian
a) Persentase usul Terlaksananya
pengangkatan CPNS o proses Terbitnya SK PNS 100
(]
menjadi PNSyang di pengangkatan CPNS 100%
proses menjadi PNS
b) Persentase Usui Terlaksananya Terbitnya SK pindah
pindah PNS yang % sanany tnya SEp! 100
proses pindah PNS PNS
dlproses
c) Persentase usul Terlaksananya TerbitnyaSK
kenaikan gaji berkala % proses kenaikan gaji Kebaikan gaiji 100
yang diproses. berkala PNS berkala PNS
d) Persentase usul Terlaksananya X
. ! Terbitnya SK
kenaikan pangkat % proses kenaikan . 100
. Kenaikan Pangkat
yang diproses pangkat PNS
e) Persentase usul Terlaksanya proses .
) % K Terbitnya Karpeg 100
Karpeg yang diproses penerbitan Karpeg
f) Persentase usul Terlaksananya .
. ) Terbitnya
Karis/Karsu yang % proses penerbitan . 100
. . Karis/Karsu
diproses Karis/Karsu
Terlaksananya .
g) Persentase usul Kartu Terbitnya Kartu

Anggota Taspen yang %
diproses

Gambaran Peloyanon

proses penerbitan
Kartu Anggota
Taspen PNS

Anggota Taspen 100
PNS

Target Renstra

2012

@)

50

400

100

100

100

100

100

100

100

2013

®)

10

300

100

100

100

90

100

100

100

Bodon Kepegawoian, Pendidikan don Pelatihon

2014

©)

8,33

350

100

100

100

100

100

100

100

2015

(10)

10

350

100

100

100

100

100

100

100

2011

10

764

100

100

100

100

100

100

100

Realisasi Capaian

2012

(12)

-42,31

190

100

100

100

100

100

100

100

2013

(13)

67,57

173

100

100

100

100

100

100

100

2014

(14)

-583,33

258

100

100

99,08

73,08

2015

(15)

42,68

328

91,23

100

97,36

84,62

100

100

2011

(16)

50,00

100

100

100

100

100

2012 2013
a7) (18)
-84,62 675,70
47,50 57,67
100 100
100 100
100 100
100 11111
100 100
100 100
100 100

Rasio Capaian

2014

(19)

-7002,76

73,71

100

100

99,08

100

100

100

2015

(20)

426,80

93,71

91,23

100

97,36

100

100

100

23



Indikator Kineria sesuai Target
Tugas dan Fungsi SKPD NSPK

@ 0)
h) Persentase usul
Pensiun PNS yang
diproses

i) Persentase usul Cuti

) %
PNS yang diproses

Terwujudnya Sistem
Pelaporan yang Efektif

a) Jumlah aplikasi sistem
informasi kepegawaian Aplikas
yang aktif baik online i
maupun offline

b) Persentase data
pegawai yang %
Uptodate

c) Persentase
dokumen/arsip
kepegawaian yang
tersedia

)

Terlaksananya
proses Pensiun PNS

Terlaksananya
proses Cuti PNS

Tersedianya aplikasi
sistem informasi
kepegawaian yang
optimal.

Tersedianya data
PNSD yang uptodate

Tersedianya
dokumen/arsip
kepegawaian yang
optimal

Targetindikator
Lainnya

®)

Terbitnya Surat
Keputusan Pensiun
PNS

Terbitnya Surat
Keputusan Cuti PNS

Terwujudnya
aplikasi sistem
informasi
kepegawaian yang
optimal.

Terwujudnya data
PNSD yang
uptodate

Terwujudnya
dokumen/arsip
kepegawaian yang
optimal

2011

(6)

100

100

Target Renstra

2012

*

100

100

100

2013

®)

100

100

100

Gambaran Peloyanon fladon Kcpcgawgqgion, Pendrdikan dan Pelatihon

2014

100

100

100

100

2015

(10)

100

100

100

100

2011

(11

100

100

100

80

Realisasi Capaian

2012

(12)

100

100

80,31

96,67

2013

(13)

100

100

100

100

2014

(14)

100

100

100

100

2015

(15)

100

100

100

100

2011

(16)

100

100

100

100

80,00

2012

an

100

100

83,33

80,31

96,67

Rasio Capaian

2013

(18)

100

100

100

100

100

2014

(19)

100

100

100

100

100

24

2015

(20)

100

100

100

100



No

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD

(@)

Jumlah PNS Yang

Mengikuti Diklat Pirn

Jumlah PNS Yang
2. Mengikuti Diklat Pra

Jabatan

Uraian

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Fasilitasi Pindah/
Puma Tugas PNS

Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sbtem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Jumlah

Gamboran Pelayonan Badon

2011

1.248.979.975

480.673.540

373.348.050

8.682.676.163

191.475.000

10.977.152.728

Satuan

(©)

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Target IKK

4)

Jumlah PNSyang

Orang

mengikuti Diklat

Pirn

Jumlah PNSyang

2012

1.226.230.361

504.052.639

264.500.000

154.800.000

8.306.285.631

306.100.000

10.761.968.631

Jabatan

Anggaran pada
Tahun ke -

2013

1.216.835.554

557.922.050

113.600.000

271.440.264

112.258.288

8.190.172.885

143.291.000

8.720.420

10.614.240.461

Target Indikator

Lainnya

®)

Terwujudnya
Pengembangan

2011

(6)

80

Kompetensi PNS

Terwujudnya
Orang mengikuti Diklat Pra Pengembangan

200

Kompetensi PNS

Kabupaten Bengkalis

Target Renstra

2012 2013 2014 2015 2011
2 (8) o) (10 @b
80 80 40 40 71

200 350 200 300 0

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Realisasi Capaian

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

2014

1.281.673.152

742.254.600

113.600.000

555.386.420

111.673.752

9.464.360.240

12.268.948.164

2015

1.548.482.784

688.785.000

109.600.000

590.974.208

112.581.635

6.250.212.449

50.282.500

9.350.918.576

Realisasi Anggaran pada

2011 2012

1.129.094.873 1J32.362.136

431.542.394 470.475.180
35.525.000
359.687.450 148.095.000

6.770.574.188 5.577.132.915

97.700.000 173.620.000

8.788.598.905 7.537.210.231

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tahun ke -

2013

1.115.483.239

526.320.101

81.470.000

217.987.964

84.109.288

5.365.009.118

130.677.700

8.720.420

7329.777.830

2012 2013 2014 2015
(12) (13) (14) (15)
76 79 30 40
152 322 0 252
2014 2015 2011
1.052.632.069 994.521.904 90,40
721.122.300 659.073.949 89,78
96.005.000 38.710.000
437.106.434 431.603.505 96,34
92.728.152 58.487.648
5.636.453.213  2J71.154.527 77,98
49.654.000 51,02

8.036.047.168 5.103.205.533

2011

(16)

88,75

2012

92,34
93,34
13,43

95,67

67,14

56,72

Rasio Capaian

2012

(€Y))

95,00

76,00

Talma ke-

2013

91,67
4,34
71,72
80,31

74,92
65,51
9130

100,00

2013

(18)

98,75

92,00

2014

82,13
97,15
84,51
78,70
83,03

59,55

2014

(19)

75,00

Rasio antara Realisasidan Anggaran pada

2015

64,23

95,69

35,32

73,03

51,95

45,94

98,75

2015
(20)
100
84,00
Rata - rata
Pertumbuhan
Anggaran Realisasi

1.304.440.365

594.737.566

150.325.000

389.189.788

112.171.225

8.178.741.474

172.787.125

8.720.420

10.794.645.712

1.084.818.844

561.706.785

62.927.500

318.896.071

78.441.696

5.244.064.792

112.912.925

8.720.420

7.398.967.933



2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Seiring dengan dinamika dan perubahan lingkungan

strategis,

mengharuskan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis untuk lebih sensitif dan responsif terhadap perubahan lingkungan

internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Dengan demikian berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dituntut upaya
untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dalam memberikan

pelayanan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis tersebut.

2 4 1 Ta ntangan r R e e A R N R A R SR S B R

1. Perubahan dan” perkembangan peraturan ‘bid ng kepegawalan yang

harus dltanggap| secara cepat dan tepat.-

2. Rekruntmen/Pengadaan Pegawau ASN untuk menggantl Pegawai ASN
yang memasukn Batas Usna Pensnun serta mengnsu kebutuhan formasi
Pegawai ASN untuk Jangka waktu 5 I|ma tahun kedepan yang perlu

d|5|apkan penggantmya :
3. Pengembangan karler Pegawan ASN yang

masnh memerlukan

pendldlkan dan pelatlhan baik" pendldlkah dan pelatihan teknis
fung5|ona| maupun penjenjangan _ unt,ukf’?f mgngembangkan dan

menmgkatkan kompetens:

4. Pengisian’ Jabatan leplnan nggl, Jabatan Admnmstrasu

Jabatan Fungsmnal yang proporsmnal
6. Optlmahsasn ‘
ditingkatkan. L
7. Pengembangan data PNS melalun siStem Aplikasi

dan

L;:;;Kmerja Pela anan Kepegawalan yang perlu terus

Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) dan- mformaSl ‘data yang mudah diakses secara

langsung oleh PNS melalui teknologi informasi.-

2.4.2. Peluang

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur

dapat dikembangkan dalam penataan personil.

yang

2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan
dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan

profesional.

3. Adanya kebijakan untuk mengembangkan dan mengelola Pegawai ASN

yang profesional dalam penataan Manajemen ASN;

pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

Gamharan Pelayrnan-Badun-Kepegawaian-Pendidikan-dan-Pelatilan

4. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB Il BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan unsur utamanya adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan lokomotif bergeraknya reformasi
birokrasi. Untuk itu prasyaratreformasi birokrasi adalah adanya pengelolaan
PNS vyang efektif dan efisien, salah satu diantaranya dengan  menciptakan
pengelolaan PNS vyang berbasis merit. Dengan adanya reformasi birokrasi
maka diharapkan

‘akan™ mampu mencnptakan tata *pemerintahan yang

efektif dan efisien

Dalam hal i(ji perlu dlketahw ’pkérmé‘sal'éhaﬁ‘ utama manajemen

kepegawaian, | masi . dan belum sesuainya
at; o belum

optimal; dan inteé}ités PNS yang masm rendah ‘a sistem remunerasi

belum layak dan be

klnerja Untuk memenuhl hal tersebut diperlukan

pengembangan le | Ianjut assessment cent' ] dndlkan dan pelatihan

pegawai, untuk mendu‘kung» ‘dan mendata profl ~,§korfpetenS| kader-kader

birokrasi.

Disamping itu Penerapan U.ndang-undang No 5‘tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, harus d|$|kap| dengan ermat dalam menanggapl tantangan dan peluang
oleh Badan Pendidikan, /*'Rendldlké » \ . Pél
melaksanakan tugas pokok dan f'"‘ngsmya

""Pelatlhan Ke jupaten Bengkalis dalam

Dari analisis lingkungan mternal{,;@danzek'sternal, isu strategis pembangunan
Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan
diantaranya Good Governance dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good
Governance dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan sumberdaya
manusia yang berkualitas, profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah
merupakan sumberdaya aparatur didaerah selaku pelayan masyarakat perlu
dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam
pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan
ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan

pelayanan prima di daerah.




1. Kekuatan / Strenght (S)

a.

b.

Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian;

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen
kinerja yang baik;

Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ;

d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan

profesional.

2. Kelemahan / Weakness (W)

a.

Terbatasnya sumberdaya personil yang memiliki kemampuan dibidang
Informasi Teknologi (IT) dalam menangani sistem informasi aparatur sipil
negara.

. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena

jangkauan lokasi Organisasi Perangkat Daerah yang menyebar didaerah ;

Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pelayanan ;

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung
pelayanan;

3. Peluang/Opportunity (O)

a.

Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat

dikembangkan dalam penataan personil ;

. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan

pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ;
Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS

yang profesional dalam penataan manajemen aparatur sipil negara.

. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan

yang prima, cepat dan tepat.

4. Ancaman/Thread (T)

a.

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses

rekruitmen hingga proses pensiun ;

. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem

pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan ;
Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon

secara cepat dan segera ditindaklajuti;

. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan

dari pegawai Aparatur Sipil Negara secara profesional.

Isu Isu Strotegis Berdosarkon Tugas Pokok don Fungsi 29



Tabel 3.1
Penilaian Analisa SWOT

Analisa Lingkungan Internal (Strengths Weakness)

o

20033 "

Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen
kinerja yang baik
Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan
profesional

TOTAL

Terbatasnya sumberdava personil yang memiliki kemampuan dibidang
Informasi Teknologi (IT) dalam menangani sistem informasi aparatur sipil
negara

Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaeran

Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pelayanan

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung
pelayanan

TOTAL

Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats)

3°g

Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam penataan personil

Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional

Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS
yang profesional dalam penataan manajemen aparatur sipil negara

Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan
yang prima, cepat dan tepat

TOTAL

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bag! PMS mulai dari proses
rekruitmen hingga proses pensiun

Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem
pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan

Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon
secara cepat dan segera ditindaklajuti

Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan
dari pegawai Aparatur Sipil Negara secara profesional

TOTAL

Skordiukur dariSkala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) SangatBesar

Isu Isu Strategic Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
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\ FAKTOR
\ EKSTERNAL

FAKTOR \
INTERNAL \

Adanya Undang-undang dan Peraturan
tentang Kepegawaian dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian;
Tersedianya aparatur yang memiliki
kompetensi pendidikan dan komitmen
kinerja yang baik.

Tersedianya dana yang cukup untuk
melaksanakan kegiatan

Kemampuan personil dalam  struktur
organisasi yang relevan dan
profesional;

Terbatasnya sumberdaya personil yang
memiliki kemampuan dibidang Informasi
Teknologi (IT) dalam menanganisistem
informasi aparatur sipil negara
Terhambatnya penyampaian informasi
kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar
didaerah Aparatur Sipil Negara secara
profesional

Terbatasnya personil yang menangani
kepegawaian dengan jumlah Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan
pelayanan

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana
yang memadai untuk mendukung
pelayanan;

Tabel 3.2
Analisis Strategi SWOT

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia
Aparatur yang dapat dikembangkan dalam
penataan personil

2. Adanya kebijakan untuk melakukan
pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS
berdisiplin dan profesional

3. Adanya kebijakan pemerintah untuk
mengembangkan dan mengelola PNS yang
profesional dalam penataan manajemen
aparatur sipil negara

4. Sistem teknologi Informasi dan
komputerisasi yang mendukung pelayanan
yang prima, cepat dan tepat

1. Mendayagunakan
Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian untuk menata potensi
Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat

Undang-undang dan

dikembangkan dalam penataan personil
yang profesional dan proporsional.

2. Mendayagunakan dana yang cukup untuk
melaksanakan kegiatan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada
aparatur agar PNS berdisiplin dan
profesional

Memanfaatkan Kemampuan personil dalam
struktur organisasi yang relevan dan
profesional untuk menghadapi tuntutan
standar pelayanan publik bagi masyarakat
penerima pelayanan dari Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara profesional
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Adanya tuntutan pelayanan yang
lebih baik bagi PNS mulai dari proses
rekruitmen hingga proses pensiun;

Era globalisasi dan kemajuan Iptek
yang menuntut perkembangan sistem

pelayanan kepegawaian harus
mengikuti perubahan;
Adanya perkembangan kebijakan

pemerintah yang baru, untuk direspon
secara cepat dan segera ditindaklajuti.
Tuntutan Standar Pelayanan Publik
bagi masyarakat penerima pelayanan
dari pegawai Aparatur Sipil Negara
secara profesional

Terbatasnya sumberdaya personil
yang memiliki kemampuan dibidang
Informasi Teknologi (IT) dalam
menangani sistem informasi aparatur
sipil negara, ditingkatkan dengan
mengelola PNS yang profesional
dalam penataan manajemen aparatur
sipil negara.

Terhambatnya penyampaian informasi
kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi Organisasi Perangkat
Daerah yang menyebar didaerah
dilakukan melalui pengembangan
Sistem teknologi Informasi dan
komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat dan
tepat;

Dengan terbatasnya personil yang
menangani kepegawaian dengan
jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara
yang mendapatkan pelayanan
ditingkatkan dengan kemajuan Iptek
sistem pelayanan kepegawaian untuk
mendukung perkembangan dan
penyampaian informasi kepegawaian
didaerah.

Dengan Kurangnya fasilitas sarana dan
prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan ditingkatkan
dengan pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan
tuntutan standar pelayanan publik
bagi masyarakat penerima pelayanan
dari pegawai Aparatur Sipil Negara
secara profesional

H



ASUMSI

Dari kedua Analisis tersebut baik lingkungan Internal ataupun Eksternal

dengan menggunakan Penilaian Analisa SWOT (Tabel 3.1) diperoleh Asumsi
sebagai berikut :

1.

ANALISIS STRATEGIS

. Adanya poté

. Adanya tuntutan pel: al yang leb

Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi;

. Terhambatnya penyampaian ) |nforma5| ‘kepegawaian secara cepat

karena Jangkauan,‘ Iokasn Organ‘lsaSI Perangkat Daerah yang menyebar

nya fas:lltas sarana. prasarana yang kurang memadai untuk
mendukung ( fmformasu kepegawaian
didaerah meru

yang dapat

bijakan untuk melakukan

dikembangkan 'am pe'nataan persoml ifﬁdan

pembinaan d~,

ngawasan kepada aparatu{r agar :PNS berdisiplin dan

profesional me up}; kan peluang yang perlu di manféatkan untuk pencapaian
Visi ;

alkA ~ag| PNS mulai dari proses

rekruitmen hlngga proses pensiun, era globahsasn d  kemajuan lptek yang

menuntut perkembangén sistem elayanan” kepegawalan harus mengikuti

perubahan merupak erha ap pencapaian Visi.

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya,

dilakukan Analisis Strategis SWOT (Tabel 3.2) melalui pengembangan lebih
lanjut Analisa ditemukan Strategi alternatif adalah sebagai berikut :

1.

Strategi SO
a. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang
Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya
Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil

yang profesional dan proporsional.

Strategis-Berdusarkan-Tugas-Pokok-dunFungsi




b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS
berdisiplin dan profesional.

2. Strategi WO

a.

3. Strategi ST
Memanfaatkar

. Terhambatn

Terbatasnya sumberdaya personil yang memiliki kemampuan dibidang
Informasi Teknologi (IT) dalam menangani sistem informasi aparatur sipil
negara, ditingkatkan dengan mengelola PNS yang profesional dalam
penataan manajemen aparatur sipil negara.

penyampalan “informasi” ‘kepegawaian secara cepat karena
kasni SKPD yang menyebar dldaera1 dilakukan melalui
ir 1S komputerisasi yang

jangkauan

Kemampuan persoml ;.;struk1tur organisasi yang

relevan dan P ofésional untuk menghadapn tuntﬁtan standar pelayanan
publik bagi masyarakat (penerlma pelayanan dan Pegawa: Aparatur Sipil

Negara secara profesmnal -

4. Strategi WT
a.

. Dengan Kurangnya fasnlutas sa

Dengan terbatasnya person'l'f"' g’menangam kepegawaian dengan jumlah
pegawai Aparatur S|p|| Negar ang mendapatkan pelayanan ditingkatkan
dengan kemajuan lptek snstem pelayanan kepegawalan untuk mendukung

a dan prasarana yang memadal untuk
mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi
masyarakat penerima pelayanan dari pegawai Aparatur Sipil Negara
secara profesional.

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat

memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan Analisa
Strategis dan Analisa Pilihan. Selanjutnya disusun Faktor Penentu

Keberhasilan (FPK) dan dikembangkan dari Alternatif Strategi, sebagai berikut :
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1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan
Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian dengan mengembangkan potensi
Sumber Daya Manusia Aparatur melalui sistem merit menuju penataan
personil yang profesional dan proporsional ;

tentang

2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi
informasi kepada SKPD yang lokasinya menyebar didaerah agar pelayanan
kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat ;

3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada
Pegawai Negen;jg.Sipil,;,untuk,:berdisipl,in,»g_dalam;member&ik)an pelayanan kepada
masyarakat s b

4. Meningkatkan s vmberdaya manusia. apa’ratursuplli éra dalam mengatasi
standar pelay“nan :pubhk bagn masyarakat penerlma pelayanan dari
pegawai apafatur Slpll negara berdasarkan pengembangan kompetensi
melalui pendidikan i, ser
bersetifikasi.

Terplhh
3.2.1. VIS

Sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 vyang
merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses

teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah Kabupaten Bengkalis,

yaitu:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL
NEGERI MAJU DAN MAKMUR D! INDONESIA”
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3.2.2. MisI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah

ditetapkan 3_w(tiga)nrry1ﬂisi, yaitu :

Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk

<a Menengah Daerah

Dukungan Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis terhadap pelaksanaan misi tersebut adalah dalam konteks
Kebijakan Melaksanakan Transparansi Pelayanan Publik dan Kebijakan
Meningkatkan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Disiplin
Aparatur serta dalam upaya pencapaian sasaran strategis sesuai indikator
kinerja daerah lima tahun ke depan, khususnya indikator yang

menggambarkan sejauh mana misi tersebut dapat dilaksanakan secara

baik guna mencapai Visi daerah tahun 2021.




3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi dalam hal ini dilakukan terhadap
urusan yang menjadi kewenangan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis adalah Badan
Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Provinsi Riau, yaitu bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan,
sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan
Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis terhadap sasaran
Renstra Badan Kepegawalan Nasional: (BKN) dan:Badan- Pendldlkan, Pendidikan

dan Pelatihan Pr0p|n5| Rlau

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Kepegawalan Negara

Badan Kepegawalan Negara (BKN) sebagal Iembaga penyelenggara
manajemen kepegawalan negara dituntut untuk mampu berperan dalam
mendukung pencapalan, target , sasaran, mlSI dan visi Rencana
Pembangunan Jangka Mehengah Nasnonal (RPJMN) Tahun 2010-2014
dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka panjang nasional
(RPJPN) Tahun 2005 2025. . Y

Sejalan dengan keberadaan BKN sebagalmana yang diamanatkan di
dalam Undang—Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005—2025 serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010—2014 penyelenggaraan
manajemen Pegawan Negeh Slbll dlarahkan untuk menjamin tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Perwujudannya lebih lanjut tertuang dalam Renstra BKN yang memuat
visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis berikut indikator kinerja
utama (IKU) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban
oleh BKN. Seiring dengan adanya dinamika dan lingkungan strategis yang
mengalami perubahan, maka BKN telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BKN.
Visi Badan Kepegawaian Negara, yakni :
”"Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian
yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.
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Selaras dengan Visi BKN tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi BKN
adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara.

2. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian.

3. Mengembangkan manajemen internal BKN.

Adapun penjabaran dari ke-3 Misi tersebut sebagai berikut :
a. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maka

pengembangan snstem manajemen kepegawalan negara diarahkan

pada svst m yang. berbasns kompetensi. dan kmerja Pengembangan
dimakSJd mencakup pengembangan seIuruu’( sub sistem manajemen

kepegawa n mulal darn 5|stem perencanaan PNS yang berbasis pada
kebutuh
dan kmerj QPNS berba515 merlt berkeadllan da obyektlf

rul mstansn pengembangan manajemen pembinaan karier

Di sarr)pm‘lg |tu asp‘ek pengembangan Ialnnya mencakup aspek

perumLsan“ kebuakan pemblnaan kepegaw; an dan peraturan

manajemen PNS ng‘d‘lakukan"dalam angka encuptakan sosok PNS

yang prof smnal da maku tabel dalamb mén elenggarakan tugas dan
’ ) teﬁ ang pembinaan PNS dan

peraturan perund"ng—undangan kepegawa|an diharapkan terwujudnya

standar pembinaan yang ama ecara nasmnal

Berikutnya adalah pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan
sistem informasi kepegawaian sebagai wujud dari upaya untuk
merevitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem informasi
manajemen kepegawaian, agar mampu mewujudkan data dan
informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini. Kemudian,
pengembangan aspek pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui
pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian
(SISWASDALPEG) guna mewujudkan penyelenggaraan manajemen
kepegawaian instansi pemerintah Pusat dan Daerah secara optimal

sesuai dengan peraturan perudang undangan yang berlaku.




b. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
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Semangat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian didasarkan
pada semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya
reformasi kepegawaian. Mind-set PNS BKN kini sudah mengalami
transformasi by system. Mekanisme pelayanan sudah dilakukan
perubahan, bahkan sudah berstandar internasional. BKN juga secara
rutin (periodik) melakukan survei kepada pelanggan, dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Berkaltan dengan haI tersebut_ﬁ:maka perlu__;dllakukan pengembangan

sistem pelayanan kepegawaian.bidang. kepegawalan dengan berbasis
pada prms:p pnns:p ‘pelayanan.. prlma (excellence services) sebagai
upaya memenuhn tuntutan kualltas pelayanan bidang pengadaan,

kepangkatan dan muta5| pen5|u ;‘erta sta us kedudukan hukum

kepegawalan kepada PNS.

Dengan menmgkatnya tuntutan kualltas" elayanan kepegawaian

tersebut maka dlpandang perlu menerapkan suatu sistem pelayanan
yang terstandar cepat, tepat, dan aman. ‘

Menglngat 5|stem pelayanan kepegawalan bersnfat kompleks dan
multlaspek karena terdm atas berbagan subsustem yang melingkupinya,
maka dlbutuhkan daya pengungklt (Ieverage points) untuk

mempercepat terwu;udnya’,» p‘engelolaan sistem  pelayanan

kepegawalan yang handa‘»sehlngga mampu menghasilkan produk
layanan kepegawalan yang memenuhn harapan seluruh komunitas
kepegawaian dan dapat d:pertanggungjawabkan

. Mengembangkan Manajemen Internal BKN
Kompleksitas lingkungan yang dihadapi oleh BKN menuntut BKN
memiliki kapabilitas manajemen internal yang memadai dan didukung
oleh sumber daya, koordinasi perencanaan program, pengelolaan
administrasi, dan upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan
sesuai dengan dinamika dan perkembangan lingkungan terkini.
Pengembangan manajemen internal BKN diarahkan untuk
mewujudkan tata kelola internal organisasi yang efektif, efisien, dan
akuntabel.




3.3.2.
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Pengembangan manajemen internal BKN diselaraskan dengan
implementasi reformasi birokrasi BKN yang menyangkut bidang
kelembagaan, SDM dan ketatalaksanaan serta pengawasan. Reformasi
birokrasi BKN diperlukan guna lebih memantapkan BKN sebagai salah
satu lokomotif penggerak utama dalam upaya mendukung reformasi
birokrasi, khususnya reformasi kepegawaian.

Bila dilihat visi dan misi Badan Kepegawaian Negara di atas, sangat
berhubungan erat dengan visi dan misi Badan Pendidikan, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis. 2016 ~.2021 karena substansi visi dan misi
Badan Pendldlkan, Pendidikan.dan . Pelatihan- Kabupaten Bengkalis sesuai
tugas pokok dan’fungsinya’ yakni melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebuakan daerah di bldang manajemen Pegawai Negeri Sipil
Daerah. Terkalt faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan
manajemen Pegawau Negerl Sipil, - Badan Kepegawalan Negara telah
melakukan Iangkah -langkah serupa dalam hal mempertegas berkomitmen
untuk memajukan dan mengembangkan snstem manajemen kepegawaian
yang efektlf dan eruen ‘yang: mampu mendorong peningkatan
profesuonahsme Pegawal Aparatur Sipil Negara dan kualitas pelayanan
publik, yang Juga dllaksanakan oleh Badan Pendldlkan, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalls s

Telaahan Renstra Badan Kepegawalan Pendldlkan dan Pelatihan
Daerah Provmsn Rlau o
Badan Kepegawalan Pendldlkan dan Pelatlhan Daerah  Provinsi Riau
selaku SKPD penanggung jawab bldang kepegawalan daerah di tingkat
provinsi menjadi ru;ukan bagl ‘Badan Pendidikan, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis untuk menyusun rencana strategis karena

secara fungsi koordinasi perencanaan pada level Kabupaten harus
melakukan koordinasi dengan provinsi selaku koordinator pembangunan
daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
sebagai salah satu SKPD di Provinsi Riau turut mensukseskan pencapaian
Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019,
yakni “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera,
berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan,
tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.
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Adapun pencapaian visi Provinsi Riau tahun 2020 (Peraturan Daerah
Provinsi Riau nomor 36 Tahun 2001), yakni “Terwujudnya provinsi Riau
sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan
masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bahtin, si Asia Tenggara
Tahun 2020”.

Untuk memberikan dukungan secara nyata dalam mewujudkan Visi
Propinsi Riau sebagaimana diuraikan diatas, maka Visi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada
Rencana Strategis periode 2014-2019, vyakni "Terwujudnya Pusat
Pembmaan dan Pengembangan Aparatur Pemermtah Provinsi Riau yang
Profes:onal lntegrltas, Netral dan Sejahtera Menulu Visi Riau 2025 ".

Selaras dengan Visi Badan Kepegawauan Pe :‘dldxkan dan Pelatihan
Daerah ProvnnS| Riau tersebut maka dltetapka 3 (tiga) Misi, yakni
sebagai benkut o o ;o :
1. Menmgkatkan Kualltas Aparatur Slpll Negara Pemermtah Provinsi Riau.
2. Mengembangkan Slstem Manajemen Aparatur S|p|I Negara yang sesuai
dengan tata kelola pemermtahan yang balke good government ) dan
pemermtahan yang bersih (clean governance) :

3. Menmgkatkan kapas:tas kelembagaan dalam pembinaan dan
pengeml‘gangan;:Apé_rajcur Sipil Negyarg.

Bila d|l|hat vnsffdan m15| Badan Kepegawalan Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Provms:R:au dl atas sangat berhubungan erat dengan
visi dan misi Badan Pendldlkan Pend:dlkan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis 2016 — 2021 karena substansn visi dan misi Badan Pendidikan,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan
fungsinya yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Visi Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis 2016 - 2021 adalah ”"TERWUJUDNYA TATA KELOLA
KEPEGAWAIAN YANG MELAYANI DAN PROFESIONAL”.

Adapun Misi Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis 2016 — 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara;

2. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan
dan Akuntabel;

3. Mewujudkan Sistem Manajemen Kepemerintahan yang baik.
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Terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan
manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah serupa
dalam hal mempertegas berkomitmen untuk memajukan dan
mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien
yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan kualitas pelayanan publik, yang juga dilaksanakan oleh
Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) dan Kajlan Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) '

Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten Bengkalls telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 19 Tahun 2004. Pada
akhir tahun 2008 atas hak misiatif Dewan Perwakllan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI), Kabupaten Bengkahs dlmekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung
menjadi Kabupaten Kepulauan Merantn sesuau Undangi' ndang Nomor 12 Tahun
2009. ~ :

Luas W|layah Kabupaten Bengkahs saat m| adalah 777.393,02 Ha dan
dibagi menjadi dlbagn menjadl dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan
Lindung seluas 226 240 74 Ha {(31,12%) dan Kawasan budl daya seluas 551.152,28
Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional: dl Kabupaten ‘Bengkalis terdiri dari
kawasan lindung nas:onal dan kawasan andalan Dun Duma| dan sekitarnya,
sedangkan arahan struktur ruang nasnonal terdm dan 5|stem perkotaan nasional
dan sistem mfrastruktur nasuoria T '

Secara umum kebuakan‘ﬁRencana Tata “;uang Wilayah Kabupaten

Bengkalis diarahkan untuk :*

1. Pengembangan ekonomi wilaya ng berbasis potensi sumber daya alam,
penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;

2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan
dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;

3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;

5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Dari Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut
diharapkan dalam Renstra Badan Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan
Bengkalis kedepan adalah Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana




pelayanan kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
dan data elektronik, dengan tersedianya sistem jaringan diharapkan mampu
meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik di era
globalisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dann
Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 yang harus ditangani secara
berkesmambungan -untuk mendukungisu.strategis daerah; yaltu
1. Tuntutan penyelenggaraan “tata” kelola” pemerlntahan yang baik (good

governance) dan pelayanan pnma, namun belum selmbangnya pemberian
formasi untuk’i kebutuhan pegawal serta menggantn Jumlah pegawai yang
pensiun dldaerah '

2. Penataan Pegawa| Aparatur S|p|| Negara secara proporsional  pada
pengisian jabatan melalul mufcasn dan promosn/pengangkatan serta
pelantikan. : |

3. Masih tlnggmya tlngkat pelanggaran dISIplln PNS :
4. Optimalisasi Kmerja Pelayanan Kepegawalan yang perlu terus ditingkatkan.
5. Pengembangan‘ Kompeten5| Aparatur yang berkesmambungan

ilsu Isu Strategis-BerduasarkanTugasPokok-danFungsi




BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang merupakan gambaran hasil akhir yang ingin dicapai. Melalui perumusan
tujuan diharapkan akan lebih mudah untuk menyusun strategi atau program-
program yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan visi dan _misi_yang telah dltetapkan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatlhan Kabupaten Bengkalls menetapkan 2 (dua) Tujuan yang .
akan dicapai oleh orgamsasu dalam jangka waktu 2019- 2021 yaltu
1. Mewujudkan Penmgkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, 2
2. Mewujudkan Pelayanan Prlma, , T I
3. Meningkatkan Aku ab'llltas Kmerja dan Keuangan

Berdasarkan atas tu;uan selanjutnya Badan Kepegawalan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalls menjabarkan “dalam ; sasaran-sasaran strategis
yang akan d:capal secara tahunan selama penode Renstra yakni sebagai
berikut : L T R .
1. Peningkatan Kapa5|tas Sumberdaya Aparatur S|p|| Negara,
2. Meningkatnya D|5|pl|n AparaturS|p|| Negara,
3. Meningkatnya Kualltas Pelayanan Admmlstrasi Kepegawalan,
4, Meningkatnya Akuntablhtas Capa|a Kmerja

Adapun tujuan dan sasaran Bé&dan’,»Kg:pegaWé‘:ivan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :




NO TUJUAN

1
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur

2. Mewujudkan
Pelayanan Prima

3. Meningkatkan
Akuntabllltas
Kinerja dan
Keuangan

[

N

w

»

SASARAN

2

.Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur
Sipil Negara

. Meningkatnya Disiplin

Aparatur Sipil Negara

. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi
Kepegawaian

Meningkatnya
Akuntabilitas Capaian
Kinerja.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke
TUJUAN/SASARAN 2016 2017 2018 2019 2020
3 4 5 6 7 8
|.Persentase Aparatur yang
lulus Diklat Kepemimpinan - - - 95% 95%
2. Persentase Penetapan
Aparatur  Sipil Negara R ; ; 93% 95%
dalam jabatan
3. Persentase Penurunan
Pelanggaran Disiplin - - - 15% 15%
4. Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi } . . B B
Kepegawaian
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
: - - BB BB

Visi, Misi, Tujaaadgn Sasaran/ Strategi dan Kebijgkon

2021

95%

95%

15%

BB
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dan ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan dan
mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab | Pasal 1 disebutkan

bahwa Strategi adalah langkah- Iangkah vang berisikan program indikatif untuk

mewujudkan Visi dan"Misi.”

Berdasarkan ndang-Undang No‘ 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pemb: nan Nasuonal Bab I Pasal 1 dlseput;<an bahwa Kebijakan

adalah arah/tmdakan yang dlambll untuk mencapal tuluayn. ctrategl dan kebijakan

 Kabupaten Bengkalis

-3 i

pembangunan Bad _}n epegawalan Pendldlkan dan Pelatha

tahun 2016-2021 dapatdlhhat pada Tabel 5.1. benkut ‘5




Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

VISI N
M IS I Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
Tujuan Sasaran
Tujuan 1
Mewujudkan Peningkatan 1. Peningkatan Kapasitas
Kualitas Sumber Daya Aparatur; Sumberdaya Aparatur Sipil
Negara

Visi, Misi, Tujuan dan Sasarcn, Strategi daw Kebijakan

1.

TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEPEGAWAIAN YANG MELAYANI DAN PROFESIONAL

Strategi

Menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNSberdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

Peningkatan fasilitas tugas belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan
kemudahan bagi PNS yang akan
meningkatkan pengetahuannya dan
keahliannya melalui tugas belajar dan
izin belajar.

Meningkatkan sumberdaya manusia
Aparatur Sipil Negara untuk
pengembangan karier Aparatur Sipil
Negara berdasarkan pengembangan
kompetensi melalui pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus dan
penataran yang bersetifikasi.

Penyusunan dan penetapan kebutuhan
melalui penataan aparatur sipil negara
yang ideal sesuai kebutuhan dan
kompetensi dengan pemetaan
(mapping).

1.

Kebijakan

Penerapan penyusunan pola karier PNS yang
terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pola karier
nasional.

Penerapan proses pengadaan Calon Pegawai
ASN secara terbuka, transparan, dan objektif
melalui kompetensi, kualifikasi untuk
mendapatkan pegawai aparatur sipil negara
yang berkualitas.

Peningkatan tingkat pendidikan Pegawai Negeri
Sipil melalui Tugas Belajar (D3, D4, Sl, S2 dan
S3) serta Memberi I1zin Belajar pada Pegawai
Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan
akademisnya.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil
Negara melalui pendidikan dan pelatihan
bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil
analisis kebutuhan pelatihan.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan
kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara
bersertifikasi.

Penerapan sistem merit untuk mutasi dan
promosi PNS, dengan melakukan proses
Assement Center



Tujuan Sasaran
2. Meningkatnya disiplin kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN)

MIST 1
Tujuan Sasaran
Tujuan 2
Mewujudkan Pelayanan Prima; 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

Visi, Misi, Tujutw daw Sasaran/ Strategi don Kebijakan

Strategi

Peningkatan kualitas pegawai Aparatur
Sipil Negara yang bersih dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme.

2

Kebijakan

Penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil
Negara, kode etik dan perilaku Aparatur Sipil
Negara dan kode etik profesi

Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai Aparatur
Sipil Negara

Pembinaan dan Pemantauan Pegawai Aparatur
Sipil Negara

Pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil
Negara yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan
dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.

Penerapan sistem penilaian prestasi kerja
Aparatur Sipil Negara yang didasarkan sistem
prestasi dan Kkarier.

Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntable

Strategi Kebijakan
Mewujudkan kepuasan atas pelayanan Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian dengan
bidang kepegawaian diwujudkan melalui sistem dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk
program dan Kkegiatan pelayanan prima mewujudkan perofesionalitas kepegawaian.

kepegawaian.

48



MISI 111 Mewujudkan Sistem Manajemen Kepemerintahan yang baik.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 3
Meningkatkan Akuntabilitas 4. Meningkatnya Kualitas Capaian Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Meningkatkan Tata Kelola ~Manajemen yang
Kinerja dan Keuangan Kinerja. Pemerintahan yang baik. Akuntabel.

Visi, Misi, Tujuan dan Snsaran, Slrategi dan-Kafeijokan 49



RENCANA PROGRAM DAN  KEGIATAN
PENDANAAN

BAB VI SERTA

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis hingga akhir periode RPIMD Kabupaten Bengkalis secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

&
4

:ei"l,&cunu Program, Kegiafan, Indikafor Kinerjn, Kelompok
asaran/dan Pendanaan Indikatif




Tujuan

id

Tulu*n 1
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas Sumber

Daya Aparatur;

Sasaran

(2)

sasaran 1
Peningkatan
Kapasitas

Sumberdaya
Aparatursipil

Negara

Indikator
Kodc

sasaran
(3) (4)

Persentase
Aparaturyang
Lulus Diktat

Kepemimpinan

Program dan

Kegiatan

1s)

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya

Aparatur

Workshop
Implementasi
Peraturan
Perundang-

undangan

Sosialisasi Undang
Undang Tentang
Aparatursipil

Negara (ASN)

Bimbingan Teknis
Tata Cara
Kenaikan Pangkat
dan Jabatan
Fungsional
Tenaga Guru

Bimbingan Teknis
Tata Cara
Kenaikan Pangkat
dan Jabatan
Fungsional

Tenaga Medis

Tabel 6.1.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program
pada Tahun
(outcome) dan
Awal
Kegiatan (output)
Perencanaan
target

(6) (7) (8)

Persentase
peningkatan
kompetensi
sumber daya

aparatur

Jumlah Pegawai
ASN yg mengikuti

Bimtek dan

220 220

Sosialisasi

Orang org

Peraturan

Kepegawaian.

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Bimbingan teknis 80
dan Sosialisasi org
Peraturan

Kepegawaian

Jumlah Pegawai

ASN yang

mengikuti

Bimbingan teknis 25 40
Kenaikan Pangkat Orang org
dan Jabatan

Fungsional

Tenaga Guru

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Bimbingan Teknis

25 40
Tata Cara

Orang org

Kenaikan Pangkat
dan Jabatan
Fungsional

Tenaga Medis

5

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

2016 2017
Rp target Rp
(9) (10) in)
859.434.600,- 95% 4.040.162.000,-
400
250.000.000,- 344.000.000,-
org
80
180.000.000,- 180.000.000,-
org
a0
280.000.000,- 250.000.000,-
org
a0
300.000.000,- 250.000.000 -
org

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018
target Rp target
(12) (13) (14)
100% 4.612.534.000,- 100%
220 220
250.000.000,-
org org
80 80
180.000.000,-
org org
40
250.000.000,-
Org

2019

as)

13.547.730.000,-

250.000.000 -

180.000.000,-

target

(16)

100%

220

org

org

2020

1 Rp target 1
(7) (18)

13.203.098.100,- 100%

220
250.000.000,-

org

80
180.000.000 -

org

2021

Rp

(19)

12.573977.400,-

250.000.000 -

180.000.000,-

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target | Rp
(20) (21)
100%  53.839.936.100,-

1.500
1.594.000.000,-
org
480
1.080.000.000,-
org
80
530.000.000,-
org
120
800.000.000,-
org

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

jawab

(22)

Bidang
Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Bidang
Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Bidang
Pengadaan,
Mutasi dan

Promosi

Bidang
Pengadaan,
Mutasidan

Promosi

Lokasi

(23)



Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator Program dan
Kod
Sasaran Kegiatan
(3) (4) 1s)

5. Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Tentang

Manajemen PNS

6. Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Tentang

Manajemen PPPK

7. Sosialisasi
Tentang Sistem
Informasi
Aparatursipil
Negara (ASN)

8. Bimbingan Teknis
Manajemen
Pengembangan
Karier Pegawai
ASN

9. Bimbingan Teknis
Penyusunan
Formasi
Pengadaan

Pegawai ASN

10. Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
perundang

Undangan

Data
Indikator
capalan
Kinerja Program
pada Tahun
(outcome)dan
Awal
Kegiatan (output)
Perencanaan

(6) (2)

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Bim tek
Implementasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Tentang

Manajemen PNS

Jumlah Pegawai
ASN yg mengikuti
Bimtek
Implementasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Tentang

Manajemen PPPK

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Sosialisasi
Tentang Sistem
Informasi
Aparatursipil
Negara (ASN)

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Manajemen
Pengembangan
Karier Pegawai
ASN

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Bimbingan teknis
Penyusunan
Formasi
Pengadaan

Pegawai ASN

Jumlah Pegawai

ASN yang
mengikuti

Pendidikan 23
Pelatihan Teknis org

Peraturan
Perundang
Undangan

target

(8)

50
org

50
org

org

2016

(8)

112.000.000,-

112.000.000,-

201.600.000,-

target

(10)

50

org

32

Rencano Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

2017

150.000.000,-

301.600.000,-

target

(12)

50
org

32
org

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018

Rp target

113) (14)

50
150.000.000 -
org

60
org

60
org

301.600.000,-

2019

(15)

150.000.000,-

180.000.000,-

180.000.000,-

301.600.000,-

target |

(16)

50

org

60
org

60
org

32
org

2020

Rp target

(12) (18)

150.000.000 -

60
180.000.000,-
org
180.000.000,-
32
301.600.000,-
org

2021

Rp

(19)

180.000.000 -

301.600.000,-

Unit Kerja

SKPD
Lokasi
Penanggung
Kondlsi Kinerja pada aldiir
jawab
periode Renstra SKPD
target i Rp
(20) (21) (22) (23)
Bidang
Penilaian
Kinerja
50
112.000.000,- Aparatur,
org
Penghargaan
dan
Pemberhentian
Bidang
Penilaian
Kinerja
50
112.000.000,- Aparatur,
org
Penghargaan
dan
Pemberhentian
Bidang
Penilaian
Kinerja
200
600.000.000,- Aparatur,
org
Penghargaan
dan
Pemberhentian
Bidang
180 Pengadaan,
540.000.000,-
org Mutasidan
Promosi
Bidang
120 Pengadaan,
360.000.000,-
org Mutasidan
Promosi
186
1.709.600.000,- Sekretariat
org



Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator Program dan

Sasaran Kegiatan

m () 1S)

11. Pendidikan dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
PNS Daerah

12. Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Bagi PNS Daerah

13. D'klat Karya Tulis
limiah (KT1) bagi

guru

14. Dklat
Managemen

Kearsipam

15. D 'klat Penilaian
Barang/Aset

Daerah

1

°

. DklatStandar
Pelayanan

Minimal (SPM)

17. D'klat Manajemen
Pemerintahan

Tingkat Desa

®

. DklatTeknis
Penyusunan
Standar
Operasional

Prosedur

R Data
Indikator )
. . Capaian
Kinerja Program
pada Tahun
(outcome) dan
Awal
Perencanaan
(6) ID

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Pendidikan
Pelatihan

Fungsional.

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Pendidikan

Pelatihan Teknis

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Karya Tulis limiah
(KT1)

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Managemen

Kearsipan

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Penilaian
Barang/Aset

Daerah

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Standar
Pelayanan

Minimal (SPM)

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Manajemen
Pemerintahan

Tingkat Desa

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Dklat
Standar
Operasional

Prosedur

target

1s)

10
org

15
org

80
org

40
org

2016

Rp target

(9) 110)

12
155.600.000,-
org

15
155.600.000 -
org

a0
270.000.000 -
org

a0
146.750.000
org

a0
org

40
org

40
org

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

2017

Rp

191.400.000,-

155.600.000 -

199.982.000,-

133.075.000,-

195.020.000,-

173.225.000,-

175.000.000 -

target

(12)

12
org

15
org

a0
org

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018

Rp target

113) (14)

12
200.000.000,-
org

15
155.600.000 -
org

40
199.982.000,-
org

40
org

a0
org

2019
RP target
(15) (16)
12
200.000.000,-
org
15
155.600.000,-
org
a0
199.982.000,-
org
173.225.000,- .
a0
org
40
175.000.000,-
org

2020

RP

(17)

200.000.000,-

155.600.000,-

199.982.000,-

175.000.000,-

175.000.000,-

2021
target
118)
12
200
org
15
155.
org
40
199
org
40
173
org
40
175
org

.000.000 -

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

Kondisi Kinerja pada alchir
jawab

periode Renstra SKPD

Rp target Rp

(19) (20) (2D (22)

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan
Informasi

72
1.147.000.000,-
org

Bidang
Pengembangan
Kompetensi

90

600.000,- 933.600.000,-

Or
g Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi

280
982.000,- 1.269.910.000,-
org

Aparaturdan

Inform asi

Bidang

Pengembangan
40
279.825.000,- Kompetensi
org
Aparatur dan

Inform asi

Bidang

Pengembangan
40
195.020.000,- Kompetensi
org
Aparaturdan

Informasi

Bidang

Pengembangan

120

225.000,- 519.675.000,- Kompetensi
org

Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan

350.000.000 - Kompetensi
org
Aparaturdan

Informasi

Bidang

Pengembangan

120

000.000,- 525.000.000,- Kompetensi
org

Aparaturdan

Inform asi

53

Lokasi

(23)



Indikator Program dan
Sasaran Kod
Sasaran Kegiatan
(2) (3) (4) 15)

Diktat Teknis
Perumusan
Standar

Kompetensi

20. Diktat Teknis
Perumusan
Standar

Kompetensi

21. Bimbingan Teknis
Pengembangan
dan Pengelolan
Sistem Informasi

Manajemen

Kepegawaian

22. Diktat Analisa
Jabatan dan

Beban Kerja

23. Diktat Pengem-
bangan

e-Govemment

24.Bimbingan Teknis
Hukum
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah dan

Ujian Sertifikasi

25.Penyediaan
Pendidikan dan
Pelatihan

Struktural Bagi

Indikator
Kinerja Program
(outcome)dan

Kegiatan (output)

(6)

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Diktat
Standar
Operasional

Prosedur

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Diktat
Standar
Operasional

Prosedur

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti
Bimbingan Teknis
Pengembangan
dan Pengelolan
Sistem Informasi
Manajemen

Kepegawaian

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Diktat
Analisa Jabatan

dan Beban Kerja

Jumlah Pegawai
ASN yang
mengikuti Diktat
Pengembangan e-

Govemment

Jumiah
PAIKPAIPPK yang
mengikuti Bimtek

dan Ujian
Sertifikasi
Pengadaan

Barang /Jasa

Jumlah PNSyang

dikirim mengikuti

Diktat Pirn TK.IV

Data
Capaian
pada Tahun
Awal

Perencanaan

target

2016

Rp target

(9) (10)

413.417.000,-

Reitcana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017 2018

Rp target 1 Rp target j

(12) (13) (14)

a0
org

org

40
org

a0
org

a0
org

100

10 20
444.382.000,- $95.800.000 -

Org Org

2019

(15)

175.000.000,-

175.000.000,-

175.000.000,-

175.000.000,-

175.000.000,-

190.000.000,-

885.695.100 -

target

(16)

a0
org

a0
org

a0
org

a0
org

40
org

100

org

40
org

2020

1 Rp

fe

175.000.000 -

175.000.000 -

175.000.000,-

175.000.000,-

175.000.000,-

190.000.000,-

2.175.731.700,-

target

(18)

a0
org

a0
org

a0
org

a0
org

40
org

100

a0
org

2021

1 Rp

(19)

175.000.000 -

175.000.000 -

175.000.000 -

175.000.000 -

175.000.000,-

190.000.000,-

2.175.731.700,-

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target 1 Rp
(20) (21)
120
525.000.000,-
org
120
525.000.000,-
org
120
525.000.000,-
org
120
525.000.000,-
org
120
525.000.000,-
org
300
570.000.000,-
org
123
6.690.757.500,-
org

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

jawab

(22)

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Informasi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Informasi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi

Aparaturdan

Lokasi

(23)



Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator Program dan

Kode

Sasaran Kegiatan

(3) (4) (5)

PNS Daerah
Tingkat IV

™
>

Penyediaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
Tingkat Il

~

Penyediaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
Tingkat Il

®

Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Tingkat IV

©

Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Tingkat Ill

30. Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
Calon PNS
Daerah

Golongan Il

31. Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
Calon PNS
Daerah

Golongan 1dan

32. Penyediaan
Pelatihan Dasar
Bagi Calon PNS
Daerah

33. Pelatihan Dasar
Calon PNS
Daerah
Golongan Il

Angkatan 1

Indikator
Kinerja Program

(outcome) dan

16)

Jumlah PNSyang
dikfrim mengikuti
Diktat Pim TK.III

Jumlah PNSyang
dikirim mengikuti

Diktat Pim TK.It

Jumlah PNSyang
mengikuti Diktat
Pim TK.IV

Jumlah PNSyang
mengikuti Diktat

Pim TK.II

Jumlah Calon PNS
Got. Illyang
mengikuti Diktat

Prajabatan

Jumlah Calon PNS
Gol. 1dan Ityang
mengikuti Diktat

Prajabatan

Jumlah Calon PNS
yang dikirim
mengikuti Diktat

Prajabatan

Jumlah Calon PNS
Gol lllyang
mengikuti
Pelatihan Dasar
CPNS

Data
Capaian
pada Tahun
Avval

Perencanaan

4007rg
(1 Angkatan)

target

80
Org
(2 A1)

120
org
(3 Ak

40
Org
(1 AkY)

2016

(9)

1.861.521.600,-

1.138.350.000,-

282.596.000,-

2017

target Rp target
(10) m i (12)

40 40
Org 899.878.000,- org
(1 AkY) (1 AkY)

. '

' . .

17

Org

40

- Org
(1 AkY)

Rencano Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018

Rp target

(13) (14)

20
org

40
935.760.000,- Org
(1 Akt

40
org
(1 Akt)

17
380.000.000 - org

244
418.600.000,-
org

2019

(15)

947.786.100,-

150.000.000,-

935.760.000,-

935.760.000,-

380.000.000,-

3.334.064.200,-

target

(16)

a0
org

40
org
(1 Akt)

40
org
(1 Akt)

17
org

40
org
(1 Akt)

2020
Rp target
(17) (18)
40
1.800.707.000,-
org
395.883.600,-
40
935.760.000,- Org
(1 AkY)
40
935.760.000,- or*
(1 AkY)
17
380.000.000,- Org
40
505.864.300,- Org
(1 Akt)

Kondisi Kinerja pada akhir

2021
periode Renstra SKPD
Rp target Rp
(19) (20) (21)
100
1.800.707.000,- 4.549.200.100,-
org
12
395.883.600,- 941.767.200,-
org
280
935.760.000,- org 6.504.439.600,-
(7 AkY)
120
935.760.000,- org 2.807.280.000,-
(3 AkY)
120
org 1.138.350.000,-
(3 Akt)
a0
org 282.596.000,-
(1 AkY)
68
380.000.000,- org 1.520.000.000,-
364
505.864.300,- org 4.764.392.800,-
(3 Akt)

55

UnitKerja
SKPD
Lokasi
Penanggung

jawab

(22) (23)

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparatur dan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi

Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Aparaturdan

Inform asi



Tujuan

Sasaran

12)

Persentase

Data
Indikator
Capaian
Indikator Program dan Kinerja Program
Kode pada Tahun
Sasaran Kegiatan (outcome) dan

Awal

Perencanaan
target

(3) (4) (s> 16) m (8)

34. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS
Calon PNS Gol. lllyang

Daerah mengikuti

Golongan Il Pelatihan Dasar

Angkatan Il CPNS

35. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS

Calon PNS Gol. lllyang
Daerah mengikuti
Golongan Il Pelatihan Dasar

Angkatan 1lI CPNS

36. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS

Calon PNS Gol. Illyang

Daerah mengikuti

Golongan Il Pelatihan Dasar

Angkatan IV CPNS

37. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS

Calon PNS Gol. Il yang

Daerah mengikuti

Golongan Hi Pelatihan Dasar

Angkatan V CPNS

Jumlah Calon PNS
38. Pelatihan Dasar

Gol. 1dan 6ol.Il
Calon PNS .

ang mengikuti
Daerah vang ¢

Pelatihan Dasar
Golongan 1dan Il

CPNS

39. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS

Calon PNS Gol. 1dan Golll
Daerah yang mengikuti .
Golongan i1dan Il Pelatihan Dasar

Angkatan 1 CPNS

40. Pelatihan Dasar Jumlah Calon PNS

Calon PNS Gol. 1dan Gol.il

Daerah yang mengikuti .
Golongan 1dan Il Pelatihan Dasar

Angkatan Il CPNS

PR

PosisiJabatan

yang terisi Bo ...
sesuaidengan

bidang

kompetensinya

Jabatan
Pimpinan Tinggi

1. Penempatan PNS
dan Jabatan 87,19% 9096
Administrasi,
yang terisi

2016

5.666.551.920,-

913.554.200,-

2017
target Rp target
(10) in) (12)
10096
(2 AkY)
' .
87% 4.681.459.600,- 88%

W) 1.250.651.200,- 9296

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja

SKPD

Penanggung
Kondisi Kinerja pada akhir
2018 2019 2020 2021 jawab
periode Renstra SKPD

Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(13) (14) as) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Bidang
a0 40 40 120 Pengembangan
. org 379.820.300,- org 379.920.300,- org 379.920.300,- org 1.139.660.900,- Kompetensi
(1 AkY) (1 AkY) (1 AkY) (3 AkD) Aparaturdan
Informasi
Bidang
a0 a0 40 120 Pengembangan
org 464.764.300,- org 466.764.300,- org 466.764.300,- org 1.398.292.900,- Kompetensi
(1 AkY) (1 Akt) (1 AkY) (3 AkY) Aparaturdan
Informasi
Bidang
40 40 a0 120 Pengembangan
. org 379.820.300,- org 379.920.300,- org 379.920.300,- org 1.139.660.900,- Kompetensi
(1 AkY) (1 Akt (1 AkY) (3 AkY) Aparaturdan
Informasi
Bidang
40 a0 a0 120 Pengembangan
. org 464.764.300,- org 466.764.300,- org 466.764.300,- org 1.398.292.900,- Kompetensi
(1 Akt) (1 Akt) (1 AkY) (3 AkY) Aparatur dan
Informasi
Bidang
Pengembangan
595.192.000,- 1009 1 079.088.400,. 1°°% 297.595.700 - ) oo 1.971.876.100,- Kompetensi
(1 AkY) (1 Akt (4 AkY)
Aparaturdan
Informasi
Bidang
a0 a0 245 Pengembangan
. . . org 490.379.300,- org 490.379.300,- (org) 980.758.600 - Kompetensi
(1 Akt (1 Akt) (4 Akt Aparaturdan
Inform asi
Bidang
40 a0 120 Pengembangan
. org 379.865.300,- org 380.115.300,- org 759.980.600,- Kompetensi
(1 AkY) (1 AkY) (3 AkY) Aparaturdan
Informasi
4.691.459.600,-  89% 5.120.286.900,-  90% 7.281.324.320,- 95%  7.313.667.556,-  95% 34.754.749.896 -
Bidang
Pengadaan,
1.250.651.200,-  93% 1.341.512.100,- 95% 1.259.651.200,- 95% 1.259.651.200,-  95% 7.275.671.100,-

Mutasidan

Promosi

56

Lokas

(23)



Tujuan

w>

Sasaran

)

sasaran 2
Meningkatnya
Dsiplin
Aparatur Sipil
Negara

Indikator Program dan
Kod
Sasaran Kegiatan
®) (4) (5)
2 Penataan

administras

jabatan
fungsional
tertentu (JFT)

Penyusunan
Rencana
Pembinaan

Karier PNS

2. Seleksi
Pengadaan Calon
Pegawai ASN
Kabupaten

Bengkalis

3. Pelaksanaan
Tugas Belajar
Bagi PNS
Pemerintah Kab

Bengkalis

Persentase
Penurunan
Pelanggaran
Dsiplin

1. Pembinaan dan
Pemantauan PNS
danTenaga
Sukarela

Program Pendidikan

Kedinasan

1. Bimbingan
Teknis Peraturan
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan

Kegiatan (output)

(6)

Persentase
optim alisasi
pelayanan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur

Tersedianya
Laporan Formasi
Calon Pegawai

ASN

Jumlah Calon
Pegawai ASN
yang direkrut
berdasarkan

formasi

Jumlah PNSyang
mengikuti tugas

belajar

Terselenggaranya
Pembinaan dan
Pemantauan PNS
dan Tenaga
Sukarela

Terwujudnya
Pemahaman PNS
tentang
Peraturan D'siplin
PNS

g

Data
Capaian
pada Tahun
Awal

Perencanaan

)

1

Laporan

orang

Kec

target

(@)

Lap

org

25
org

Kec

100%

80
org

85%

2016

9)

200.562.000,-

1.417.499.320,-

3.134.936.400,-

275.000.000,-

275.000.000,-

215.000.000,-

215.000.000 -

85.000.000,-

target

(10)

200
org

25
org

87%

Kec

100%

80
org

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

2017

in)

200.000.000,-

1.200.000.000,-

2.030.808.400,-

275.000.000,-

275.000.000,-

215.000.000,-

215.000.000,-

85.000.000,-

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018
target Rp target
(12) (13) (14)
90%
1 1
200.000.000,-

Lap Lap
200 200
1.200.000.000,-

Org Org
2 25
2.040.808.400,-

Org Org
88% 275.000.000,- 89%
8 8
275.000.000,-

Kec Kec
100% 215.000.000,- 100%
80 80
215.000.000,-

Org Org
ss% 85.000.000,- 89%

2019
Rp target j
(15) (16)
177.966.400,- 95%
1
200.000.000,-
Lap
200
1.360.000.000 -
org
25
2.040.808.400,-
org
275.000.000,- 90%
8
275.000.000,-
Kec
215.000.000,- 100%
80
215.000.000,-
org
85.000.000,- 90%

2020

an

186.864.720,-

256.000.000,-

1.910.000.000,-

3.668.808.400,-

275.000.000,-

275.000.000,-

215.000.000,-

215.000.000,-

89.000.000,-

target

(18)

95%

200

org

25
org

95%

Kec

100%

80
org

95%

Unit Kerja
SKPD
Lofcasi
Penanggung
Kondisi Kinerja pada akhir
2021 . jawab
periode Renstra SKPD
Rp target Rp
(19) (20) (21) (22) (23)
Bidang
Pengadaan,
196.207.956 ,- 95% 561.039.076,-
Mutasidan
Promosi
Bidang
6 Pengadaan,
257.000.000,- 1.313.562.000,-
Lap Mutasi dan
Promosi
Bidang
1.150 Pengadaan,
1.930.000.000,- 9.017.499.320,-
org Mutasi dan
Promosi
Bidang
Pengembangan
114
3.670.808.400,- 16.586.978.400,- Kompetensi
Org
Aparaturdan
Inform asi
275.000.000,- 95% 1.650.000.000,-
Penilaian
Kinerja
8 Aparatur,
275.000.000,- 1.650.000.000,-
Kec Penghargaan
dan
Pemberhentian
215.000.000,- 100% 1.290.000.000,-
Penilaian
Kinerja
480 Aparatur,
215.000.000,- 1.290.000.000,-
org Penghargaan
dan
Pemberhentian
90 000.000,- 95% 519.000.000,-



Tujuan

Tujuan 2
Mewujudkan
Pelayanan

Prima

Sasaran

sasaran 3
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi

Kepegawaian

Indikator Program dan

sasaran Kegiatan

(3) («> (s)

1. Pemberian
Penghargaan
Satyalancana
Karya Satya bagi
PNS

Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Administrasi

Kepegawaian

1. Penataan
Administrasi

Kepegawaian

2. Penyusunan
Instrumen
Analisis Jabatan
PNS

3. PenerbitanSK
PNS (100%) dan
Penyelesaian

Karpeg.

4. Penyelesaian
Taspen dan

Karis/Karsu

Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan

Kegiatan (output)

Rasio jumlah PNS
yang menerima
penghargaan
Satyalancana
Karya Satya

Rasio Persentase
penetapan
Kenaikan Gaji
Berkala,
Pemindahan PNS,
Peninjauan Masa
Kerja PNS dan
Perbaikan Masa

Kerja PNS.

Rasio persentase
penetapan
kenaikan pangkat
PNS

Rasio persentase
penetapan SK
PNS dan
penerbitan

Karpeg

Rasio persentase
penetapan
Taspen dan
penerbitan

Karis/Karsu

Data
Capaian
pada Tahun
Awal

Perencanaan

P)

328
org

100%

97.36%

84,62%

100%

target

m

350
org

85%

100%

100%

100%

2

2016

(9)

85.000.000,-

152.402.700,-

621.029.500,-

138.327.200,-

115.000.000,-

223.759.400,-

target

(10)

400
org

87%

100%

95%

100%

100%

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

2017

85.000.000,-

1.774.402 700,

152.402.700 -

450.000.000,-

150.000.000 -

120.000.000,-

target

(12)

400
org

100%

100%

100%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018

(13)

85.000.000,-

1.660.000 000,-

155.000.000,-

450.000.000,-

150.000.000,-

120.000.000,-

target

(14)

400
org

89%

100%

95%

100%

100%

2019

(15)

85.000.000,-

1.718.000.000,-

160.000.000 -

455.000.000,-

150.000.000,-

120.000.000,-

target

(16)

400
org

100%

95%

100%

100%

2020

1 Rp

an

89.000.000,-

1.924.000.000,-

165.000.000 -

455.000.000,-

202.000.000,-

122.000.000 -

target

(1<)

400
org

95%

100%

95%

100%

100%

i

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

2021
Rp target
(19) (20)
2.350

90.000.000,-
org

1.981.000.000,- 95%
165.000.000,- 100%
460.000.000,- 95%
210.000.000,- 100%
125.000.000,- 100%

Rp

(21)

519.000.000

11.281 162.100,-

949.805.400,-

2.891.029.500,-

1.000.327.200,-

722.000.000,-

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

jawab

(22)

Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan
Pemberhentian

Bidang
Pengadaan,
Mutasidan

Promosi

Bidang
Pengadaan,
Mutasidan

Promosi

Bidang
Pengadaan,
Mutasidan

Promosi

Penilaian
Kinerja
Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Lokesi

(23)



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja

Data
Indikator SKPD
. Capaian Lokasl
indikator Program dan Kinerja Program Kondisi Kinerja pada aldilr Penanggung
Tujuen Sasaran Kode ada Tahun
sasaran Kegiatan (outcome)dan © 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
Awal periode Renstra SKPD
Kegiatan (output)
Perencanaan
target Rp target 1 Rp target Rp target 1 Rp target 1 Rp target 1 Rp target 1 Rp
) ) (3) (4 1s) («) m hi 9) HO) (v) (12) (13) (14) (15) (16) 17) (s) (19) (20) (21) (22) w<)
Penilaian
Kinerja
Rasio persentase
5. Penyeiesaian Aparatur,
penetapan SK 100% 100% 150.000.000,- 100% 200.000.000,- 100% 180.000.000,- 100% 193.000.000,- 100% 320.000.000,- 100% 320.000.000,- 100% 1.363.000.000,-
Pensiun Penghargaan
Pensiun PNS
dan
Pemberhentian
Penilaian
Rasio persentase Kinerja
6. Penyeiesaian Cuti Aparatur,
penetapan Cuti 100% 100% 65.000.000,- 100% 65.000.000,- 100% 70.000.000,- 100% 70.000.000,- 100% 70.000.000,- 100% 70.000.000,- 100% 410.000.000,-
Pegawai ASN Penghargaan
PNS
dan
Pemberhentian
7 Pembangunan/ Bidang
Pengembangan Jumlah aplikasi Pengembangan
5 4 4 4 4 4 4 4
Sistem Informasi sistim informasi 215.000.000,- 160.000.000,- 175.000.000,- 185.000.000,- 190.000.000,- 200.000.000,- 1.125.000.000,- Kompetensi
Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi
Kepegawaian kepegawaian Aparaturdan
Daerah Inform asi
Tersedianya Bidang
8. Pemutakhiran datalarsip Pengembangan
kepegawaian
Data 100% 100% 450.000.000,- 100% 160.000.000,- 100% 180.000.000,- 100% 195.000.000,- 100% 200.000.000,- 100% 221.000.000,- 100% 1.406.000.000,- Kompetensi
Kepegawaian yang akuratdan Aparaturdan
uptodate
Informasi
Terwujudnya Bidang
9. Pengelolaan pengelolaan data Pengembangan
Data dan Arsip dan arsip 100% 100% 317.000.000,- 100% 317.000.000,- 100% 180.000.000,- 100% 190.000.000,- 100% 200.000.000,- 100% 210.000.000,- 100% 1.414.000.000,- Kompetensi
Kepegawaian kepegawaian Aparaturdan
yang akurat Informasi
Meningkatkan Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas Akuntabilitas ~ Akuntabilitas
Kinerja 100% 100% 50.000.000,- N - N 100% 368.558.400,- 100% 336.708.400,- 100% 391.708.400,- 100% 1.146.975.200,-
Kinerja dan Capaian
Keuangan Kinerja
1.Penyusunan Tersedianya
1 1 2
Renstra SKPD Dokumen Renstra 50.000.000,- . . 50.000.000,- 100.000.000,- Sekretariat
Dok. Dok Dok.
SKPD
Tersedianya
2.Revisi Renstra 1 1
Dokumen Revisi - R 50.000.000,- 50.000.000,- Sekretariat
Dok Dok.
Renstra
3.Penyusunan
Perencanaan dan Jumlah laporan
8 8 24
Peiaporan program dan kegiatan . N N N N N 280.850.800,- 280.850.800,- 280.850.800,- 842.552.400,- Sekretariat
Dok Dok Dok. Dok
dan kegiatan yang diterbitkan
Perangkat Daerah
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 59

Sasaran dan Pendanaan Indikatif



Tujuan

sasaran

Indikator Program dan
Kode
Sasaran Kegiatan
(3) i) (5)

Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir

Tahun

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air

dan Listrik

3. Penyediaan Jasa
peralatan dan
Periengkapan

Kantor

4. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan

Dinas/oprasional

5. Penyediaan Jasa
Kebersihan

Kantor

6. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan

Penggandaan

8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan

Kantor

9. Penyediaan

bahan bacaan

Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program

pada Tahun

(outcome) dan
Awal
Kegiatan (output)

Perencanaan

(6) (7)

Jumiah iaporan
keuangan akhir

tahun anggaran

()

Terlaksananya
Administrasi 100%

Surat Menyurat

Tersedianya jasa
komunikasi,
sumberdaya air 100%

dan listrik

Tersedianya
baliho dan

100%
spanduk kantor

Terlaksananya
perizinan

kendaraan dinas 100%

Tersedianya jasa

dan alat
100%
kebersihan

kantor
Tersedianya alat
100%
tulis kantor
Tersedianya
barang cetakan

100%
dan penggandaan

Tersedianya

peralatan listrik
100%
dan penerangan

kantor

Tersedianya
100%
bahan bacaan

2016

target Rp

D6 143294)

100% 86.000.000,-
100% 167.670.000,-
100% 65.000.000,-
100% 16.600.000,-
100% 180.330.480,-
100% 125.424.000 -
100% 79.578.000,-
100% 30.805.000,-
100% 27.500.000,-

2017

target 1 Rp

(10) (11)

1o 24B32%)

100% 107.100.000 -
100% 375.400.000,-
100% 44.650.000,-
100% 40.500.000,-
100% 496.287.800,-
100% 139.726.850,-
100% 79.578.000,-
100% 161.139.700,-
100% 15.000.000,-
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2018
target 1 Rp

(12) (13)

T 2T/

100% 107.100.000 -
100% 375.400.000,-
100% 40.500.000,-
100% 496.287.800,-
100% 139.726.850,-
100% 79.578.000,-
100% 50.000.000,-
100% 15.000.000,-

2019
target 1 Rp
(14) (s)
4
37.707.600,-
Dok

W6 2B

100% 107.100.000,-
100% 375.400.000,-
100% 40.500.000,-
100% 506.530.400 -
100% 141.862.500,-
100% 128.000.000,-
100% 31.000.000,-
100% 15.000.000,-

2020
target 1 Rp
(16) (a7)
4
55.857.600,-
Dok

Mo 2659071

100% 107.100.000 -
100% 382.400.000 -
100% 43.500.000,-
100% 530.170.750,-
100% 171.536.400,-
100% 146.000.000 -
100% 33.000.000,-
100% 21.000.000,-

Kondisi Kinerja pada akhir

2021
periode Renstra SKPD
target 1 Rp target Rp
(18) (19) (20) (21)
4 12
60.857.600,- 154.422.800,-
Dok Dok

1o 272720000 1o BIITRY

100% 107.100.000 - 100% 621.500.000,-
100% 385.400.000 - 100% 2.061.670.000,-

100% 109.650.000,-
100% 45.500.000,- 100% 227.100.000 -
100% 535.800.000,- 100% 2.745.407.230,-
100% 185.000.000 - 100% 903.276.600,-
100% 155.000.000,- 100% 667.734.000 -
100% 35.000.000,- 100% 340.944.700,-
100% 25.000.000,- 100% 118.500.000,-

60]

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

jawab

(22)

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Lokasl

(23)



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja

Data
Indikator SKPD
. Capaian Lokasii
Indikator Program dan Kinerja Program i Penanggung
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir )
Sasaran Kegiatan (outcome) dan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
Awal periode Renstra SKPD
Kegiatan (output)
Perencanaan
target Rp target Rp target Rp target 1 Rp target Rp target 1 Rp target Rp
Hi (2) (3) (4) (5) 16) m (8) 19) (10) (11) (12) (13) (1D (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

dan peraturan dan peraturan
perundang perundang-
undangan undangan

10. Penyediaan Tersedfanya
Makanan dan konsumsiuntuk 100% 100% 33.000.000,- 100% 24.000.000,- 100% 25.000.000,- 100% 30.000.000,- 100% 33.000.000,- 100% 35.000.000,- 100% 180.000.000,- Sekretariat
Minuman acara rapat

11. Rapat-Rapat Teriaksananya
Kordinasi dan koordinasi dan
Konsultasi ke konsultasi ke luar 100% 100% 470.145.000,- 100% 577.000.000,- 100% 577.000.000,- 100% 577.000.000,- 100% 673.000.000,- 100% 750.000.000,- 100% 3.624.145.000,- Sekretariat

Luar Daerah dan daerah dan

Dalam Daerah dalam daerah

12. Penyediaan Jasa
Tersedianya jasa
Keamanan ceamanan kantor 100% 100% 122.000.000,- 100% 336.600.000,- 100% 336.600.000,- 100% 336.600.000,- 100% 336.600.000,- 100% 336.600.000,- 100% 1.805.000.000,- Sekretariat
Kantor

13. Penyediaan Jasa Tersedianya jasa

100% 100% 19.200.000,- 100% 76.800.000,- 100% 76.800.000,- 100% 76.800.000,- 100% 76.800.000,- 100% 76.800.000,- 100% 403.200.000 - Sekretariat
Sopirkantor sopirkantor
Jumlah publikasi
14. Publikasi
informasi
Informasi 100% 19.490.000,- 100% 37.400.000,- 100% 51.800.000,- 100% 55.000.000,- 100% 163.690.000 - Sekretariat
pembangunan
pembangunan
yang tersedia
100% 100% 618.075.000,-  100% 761.450.000,- 100% 848.500.000,- 100% 973.500.000,- 100%  7.751.900.000,- 100%  2.021.900.000,- 100%  12.975.325.000,-
Aar
1. Pengadaan Tersedianya
Kendaraan kendaraan dinas 6 5 5
100.000.000,- 100.000.000,- Sekretariat
Dinas/Operasio- operasional BKD Unit Unit Unit
nai
2. Pengadaan Tersedianya
Peralatan peralatan kantor 100% 100% 125.750.000 - 100% 112.950.000,- 100% 130.000.000 - 100% 120.000.000 - 100% 385.000.000,- 100% 425.000.000,- 100% 1.298.700.000,- Sekretariat
gedung kantor  yang memadai

Tersedianya
3. Pengadaan
Meubeieur
Perlengkapan Kantoryang 100% 80.000.000,- 100% 70.000.000,- 100% 248.000.000,- 100% 258.000.000,- 100% 656.000.000,- Sekretariat

Kantor
memadai
Tersedianya
Meubeieur
4. Pengadaan
Mebeleur kantoryang . 100% 65.225.000,- 100% 40.000.000,- 100% 80.000.000,- 100% 80.000.000,- 100% 45.000.000,- 100% 35.000.000,- 100% 345.225.000,- Sekretariat
memadai

Terpeliharanya

5. Pemeiiharaan 100% 100% 67.550.000,- 100% 170.000.000,- 100% 120.000.000 - 100% 120.000.000 - 100% 367.000.000,- 100% 370.000.000,- 100% 1.214.550.000,- Sekretariat

Rencana Program, Kegiatan, Indikaior Kinerja, Kelompok
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja
Data
Indikator SKPD
. Capaian Lokasi
Indikator Program dan Kinerja Program . . Penanggung
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Sasaran Kegiatan (outcome) dan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
Awal periode Renstra SKPD
Kegiatan (output)
Perencanaan
target Rp target Rp target Rp target 1 Rp target 1 Rp target Rp target 1 Rp
id (2) (3) (4 (5) 16) pi (8) 19 (10) (a) (12) (13) (14) (15) (16) (12) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Rutin/Berkala kondisi gedung

Gedung Kantor  kantor

6 Pemeiiharaan
Terlaksananya
Rutin/Berkala
pemelilharaan
Kendaraan futin kendaraan 100% 100% 193.800.000,- 100% 308.500.000,- 100% 308.500.000,- 100% 308.500.000,- 100% 308.500.000,- 100% 308.500.000,- 100% 1.736.300.000,- Sekretariat
Oinas/
dinas
Operasional

7 Pemeiiharaan
Terpeliharanya
Rutin/Berkala

perlengkapan - - 100% 75.000.000,- 100% 75.000.000,- 100% 150.000.000,- Sekretariat
Perlengkapan

kantor
Gedung kantor

8 Pemeiiharaan
Rutin/Berkala Terpeliharanya
100% 100% 65.750.000,- 100% 130.000.000,- 100% 130.000.000,- 100% 175.000.000,- 100% 193.000.000,- 100% 200.000.000,- 100% 893.750.000,- Sekretariat

Peralatan peralatan kantor

Gedung Kantor

9. Perencanaan

Rehab
Tersedianya

Sedang/Berat
Gedung kantor - - 100% 50.000.000,- 100% 50.000.000,- Sekretariat

Gedung Kantor
yang memadai

BKPP Kab

Bengkalis

10. Rehab
sedang/Berat Tersedianya
Gedung Kantor Gedung kantor _ _ - - 1Unit 3.500.000.000 1Unit 3.500.000.000 Sekretariat
BKPP Kab yang memadai
Bengkalis

11. Perencanaan

Rehab Tersedianya
Sedang/Berat Gedung kantor - - 100% 50.000.000,- - 100% 50.000.000,- Sekretariat
Gedung Diklat  yang memadai

Kab. Bengkalis

12. Rehab
Tersedianya
sedang/Berat
Gedung Diklar ~ Cedung kantor - - - - 1Unit  1.800.000.000 U nit 1.800.000.000 Sekretariat
yang memadai
Kab. Bengkalis

13. Rehab
Sedang/Berat Tersedianya
Pagar Gedung Gedung kantor . 1 Unit 480.000.000 1Unit 480.000.000 Sekretariat
Diklat Kab yang memadai
Bengkalis

14. Pembangunan
Fasilitas
taman, lapangan i ) )
upacara dan bangunan parker - - - - - - 160.400.000,- 160.400.000,- 320.800.000,- Sekretariat
° yang dbutuhkan Fasilitas Fasilitas Fasilitas
fasilitas parker
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TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja
Data
Indikator SKPD
Capaian Lokasi
Indikator Program dan Kinerja Program Penanggung
Tujuan Sasaran Kod pada Tahun Kondlsi Kinerja pada alchir
sasaran Kegiatan (outcome) dan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
Awal periode Renstra SKPD
Kegiatan (output)
Perencanaan
target Rp target Rp target Rp target Rp target 1 Rp target 1 Rp target | Rp
Hi (21 (3) (4) (5) («) Pl (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
gedung kantor
Tersedianya
Fasilttas
15. Pengadaan
Genset peneramgan 1 190.000.000;- 1 190.000.000,- 2 380.000.000,- Sekretariat
altem atifgedung

kantor
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TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja
Data
Indikator SKPD
capaian Lokasi
Indikator Program dan Kinerja Program Penanggung
Tujuan Sasaran Kod pada Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondist Kinera pada aknir jawab
jawa
Sasaran Kegiatan (outcome) dan Awal periode Renstra SKPD
Kegiatan (output)
Perencanaan
target Rp target Rp target 1 Rp target 1 Rp target 1 Rp target 1 Rp target 1 Rp
(i) 12) (3) (4) (5) (6) (2) (8) 19) uo) (u) 112) (13) (14) (15) (16) (12) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
100% 98.925.000,- 100% 240.000.000,- 100% 175.000.000 - 100% 300.000.000,- 100% 400.000.000,- 100% 400.000.000,- 100% 1.613.925.000,-
1. Pengadaan
Tersedlanya
Pakaian Kerja
pakaian kerja - 1 100% 75.000.000,- - 100% 75.000.000,- Sekretariat
Lapangan
lapangan
2. Pengadaan Tersedianya
Pakaian dinas PNS pakaian dinas
beserta PNS - 100% 90.000.000,- . - - 100% 90.000.000,- Sekretariat
perlengkapannya
Terwujudnya Bidang
3. Pengadaan Kartu disiplin pegawai Pengembangan
Pengenal Pegawai dalam berpakaian 100% 100% 98.925.000,- 100% 150.000.000,- 100% 100.000.000,- 100% 100.000.000,- 100% 100.000.000,- 100% 100.000.000,- 100% 648.925.000,- Kompetensi
dinas Aparaturdan
Informasi
4. Penerapan Sistem Persentase Penilaian
SKP Online Pelaksanaan dan Kinerja
berbasis beban Penerapan SKP Aparatur,
. . ) 100% 200.000.000,- 100% 300.000.000,- 100% 300.000.000,- 100% 800.000.000,-
kerja Online berbasis Penghargaan
beban kerja bagi dan
Pemberhentian
100% 120.000.000,- 100% 110.000.000.- 100% 130000.000,- 100% 150.000.000,- 100% 217.000.000,- 100% 247.000.000,- 100% 974.000.000 -
Diberikannya Bidang
1. Pemindahan
bantuan bagi PNS Pengadaan,
Tugas PNS 100% 100% 120.000.000,- 100% 110.000.000,- 100% 130.000.000,- 100% 150.000.000,- 100% 217.000.000,- 100% 247.000.000,- 100% 974.000.000,-
yang pindah Mutasidan
gas Promosi
100% 303.541.600,- . 100% 413.541.600,- 100% 350.000.000 - WO 350.000.000,- 100% 1.417.083.200,-
1. seleksi Terlaksananya
Pendidikan dan  pengiriman PNS Bidang
Pelatihan untuk mengikuti Pengembangan
Kepemimpinan Seleksi Diklat 20 Org 303.541.600,- 20 Org 303.541.600,- 40 Org 607.083.200,- Kompetensi
Kepemimpinan. Aparaturdan
Inform asi
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Indikator Program dan
Tujuan Sasaran Kode
Sasaran Kegiatan
a (2) 3) (4) (s)
2. Penyediaan

pendidikan dan
peltihan
pengembangan
kompetensi
pemerintahan

aparatur daerah

Indikator
Kinerja Program

(outcome) dan

(«)

Jumlah PNSyang
dikirim dalam 1
tahun untuk
menglkuti
pendidikan dan
pelatihan
kepemimpinan

pemerintahan

dalam negeri

Data

pada Tahun
Awal

Perencanaan

2016 2017

target RP target Rp

(to) (11)

1% 1RITER) TW6 oroziosoo-

Wo ZEESN 16

Mo 1o

%) Mo

(%) Mo

(%)

07 1%
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target

(12)

W6 1733600 16 2B3/A) 16 263AN 16 2283000

1Mo

i (1)

Mo

1%

Mo

TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018 2019
Rp target Rp target
(1) (14) (15) (16)
10
110.000.000,-
org

mmam 1o 0anam

MM Wo I

0%

%

1

™o

1Mo

Mo

Mo

Mo

Mo

™o

2020

(a7

350.000.000,-

target

10

org

™o

™6 10000

W6 SOy

Mo

i (1)

Mo

2021

(19)

350.000.000,-

Unit Kerja

SKPD

Lokasi
Penanggung
Kondisi Kinerja pada akhir
jawab
periode Renstra SKPD
target Rp
(20) (21) (22) (23)
Bidang
Pengembangan
27 g 9

810.000.000 - Kompetensi
Aparaturdan

Informasi
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Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Data
Indikator
capaian
Program dan Kinerja Program
Kode pada Tahun
Kegiatan (outcome)dan
Awal

Perencanaan

target

2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja

SKPD

Penanggung
Kondlsi Kinerja pada aldiir
2017 2016 2019 2020 2021 jawab
periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

HO) in) (12) (13) (14) (15) (16) 17) (18) (19) (20) (21) (22)

mmmmmmmmmmmm@

Mo A8EW) - Mo 408000

- 16 406500 Do 48600

™ BOND 10 BOND v B0 D B0 D G Fﬁ%‘g‘
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Lokasi

(23)




Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator

Capaian
Kinerja Program

pada Tahun
(outcome)dan

Kegiatan (output)

Indikator Program dan
Kode
Sasaran Kegiatan
P) (4) 1S)

Perencanaan

i)

memperingati

HUTKORPRI

Data

Awal

target

(8)

2016

19)

target

(10)
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2017

target

(12)

2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020

Rp target | Rp

target 1

(13) 114) (15) (16)

Rp

an

Kondisi Kinerja pada akhir

2021
periode Renstra SKPD
target 1 Rp target Rp
(18) (19) (20) (21)

Unit Kerja
SKPD
Penanggung

jawab

(22)

Aparatur,
Penghargaan
dan

Pemberhentian

Lokasi

(23)



BAB VIi KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bengkalis komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016 — 2021 secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai
oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dalam lima

tahun mendatang. Indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bengkalis te"%ésﬁljt.deléara,j'el_asid\apa;;dilih,ayt.p‘ada:;a‘bél berikut ini.




Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja . . d
NO Indikator Kinerja Satuan pada awal Kln.er]a pada
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 akhir periode
periode RPIMD
RPJMD
€] ) (3) 4 5) (6) O] 8 9) (10) 11)
1 Jumlah PNS yang mengikuti program
tugas belajar (D3, SI, S2 dan S3) Orang 15 25 25 25 25 25 25 114
2 Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, .
danJabatan Administrasi yang terisi % 87,19 90 90 92 93 95 95 95
3 Persentase penurunan tingkat
pelanggaran disiplin PNS % 42,68 10 12 13 15 15 15 15
4 Persentase penyeiesaian proses
pindah/ purna tugas PNS % 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase peningkatan kinerja
pelayanan kepegawaian % 83 85 87 88 89 90 95 95
6 Persentase peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur % 80 90 95 100 100 100 100 100
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BAB VII PENUTUP

Bertitik tolak dari program-program Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis sebagai pelaksanaan dari visi Kabupaten, maka rencana strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis sangat diperlukan
sebagai sarana untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan di

bidang Aparatur Sipil Negara dalam-kurun:2016 - 2021

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategls tersebu f‘ingat ditentukan oleh

kesamaan pandangan terhadap VISI, m|5| dan keterpaduanq erta komunikasi dalam

menciptakan sinergi dalam upaya segenap unlt kerjaiBadan Kepegawalan Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bengkahs dengan peran serta masyarakat sebagai mitra

yang semakin berkembang .

Demikian Perubahan Rencana Strategls (Renstra) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatlhan |n| dlsusun, dlharapkan dapat menjadng‘bahan rujukan dalam

penetapan kebijakan dan perumusan program. dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Sebagai suatu dokume per’ ncanaan yang bersufat strategus, masih diperlukan

langkah-langkah penyempurnaan d "nyesualan terhadap perkembangan dan

perubahan situasi dan kondls:,Bangsa Negara‘dan Daera}_




